Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Fasal 78
Ayat (3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tcnténg Pedoman Pengelolaasn Keuanpan
Desa;

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonema Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undeng Nomor 6 Tahun 2014 tentung Desa
{Lembaran Negara Reptibhik Indonesia Tahun 2014 Noamaor
7, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah schagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 wentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor & Tahun
2014 tentung Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peératuran Pemenntah Nomor 43 Tahun
2014 tentong Pernfuran Pelaksanann Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negarn sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setap
Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincan Dane Desa
Setiap Desa (Derita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemernintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanuan urusan pemerintahan
vang menjadi Kewenangan pemerintah daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnyva disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camet sebagai Satuan Organisast
Perangkat Daerah.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertangeung jawab kepada Bupati meialui Sekretaris Daerah,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masvarakat hukum veng
memiliki batas wilavah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakal setempat berdasarkan
prakarsa masvarakat, hak asal usul, danfatau hak tradisional vang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesaluan
Republik Indonesia

Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat seiempat dalam sistemn pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyva disingkat BPD atau
vang disebut dengan nama lain adalah lembaga vang melaksanakan




fungs: pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa  berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis,

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa vang dapat
dinila: dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang vang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,

11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan vang meliputi
perencanaan,  pelaksanaan, penatausahsan, pelaporan, dan
pertanggungiawaban keuangan Desa,

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa uniuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

14, Penerimaan Desa adalah uang vang masuk ke rekening kas Desa,
135. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran vang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh
Desa.

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali
oleh Desa.

18. Pembiayaan Desa adalah semus penerimaan yvang periu dibayvar kembali
dan/etau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pads tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolasn Keuanpan Desa, yang selanjutnva
disingkat PKPKD, adalah kepals Desa atau sebutan nama lain vang
karena jubatannya mempunyai kewenangan —menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa,

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, vang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa vang menguasakan
sebagian kekuasann PKPKD,

2]. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa vang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.

22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa
vang berkedudukan sebagai unsur stafl sekretariat Desa  yang
menjalankan tugas PPKD,

23. Kepala Scksi, yvang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa
vang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas
PPKD,

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 [satu)
rekening pada Bank yvang ditetapkan.

25, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnys dimiliki oleh Desa
melalul penyertaan secara langsung vang berasal dari kekayvaan Desa
vang dipisahlan guna mengelola aset, jasa pelavanan, dan usaha

= Tainnya untuk scbesar-besarnya kesejahteraan masyvarakat Desa.
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26. Dana Cadangan adalah dana yanp disisihkan guna mendanai kegiatan
vang memeriukan dana relatf besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

<7, Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

28. Defisit Anggaran Desa adalgh selisih kurang antara pendapatan Desa
dengan belanja Desa.

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran vang selanjutnya disebut SiLPA adalah
schisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran angparan selama

satu periode anggaran.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran vang
discdiakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditctapkan dalam APB
Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran vang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan,
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
vang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan vang telah ditetapkan
dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa,

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaren Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencansa
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

33. Pengadaan barangfjasa Desa yang selanjutnys disebut dengan
pengadasn barang/jasa adalah kegiatan untuk memperaleh barang/jasa
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau
penyedia barang/jasa.

34. Rencana Anggaran Kas Desa vang selanjutnva disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar vang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeiuaran-pengeluaran berdasarkan DPA vang telah disahkan oleh
kepala Desa,

35. Surat Permintarn Pembayaran vang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan
jasa.

36. Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya disingkat SPP
Definitil adalah permintsan pembayaran vang sudah pasti dan/atau
telah ada bulkti pengeluarannya.

37. Surat Permintaan Pembavaran Panjar yang selanjutnya disingkat SPP
Panjar adalah permintaan panjar dari pelaksana kegiatan.

38, Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah inspektoral jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga
pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan
inspektorat deerah kabupaten/ kota.

39. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnyva disingkat
DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Balangan,

40, Badan Keuangan Deerah, vang selanjurnya disingkar BKD, adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
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41, Sistem Pengelolaan Keuangan Desa vang selanjutnya disebut Siskeudes
adalah berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas
pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungiawaban keuangan
desa.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. sebaga: wujud komitmen Pemerintah Dacrah scbagai unsur pembina
Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan
Pemerintahan Desa vang baik; dan

b. memberikan pedoman dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa di
Daerah,

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati mni adalah:

a. memberikan kepastian cara am;Aau metode untuk  melakukan
pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari pendapatan asli,
dana desa, dana alokasi desa, bagi hasil pajak Daerah, bagi hasil
retribusi Daerah, bantuan keuangan, serta pendapatan Desa lainnya
vang sah sebagai sumber penerimaan keuangan Desa di Dacrah sesuai
ketentuan yang berlaku;

b. agar Pemerintah Desa dapat melaksanakannya dan mengurus
kewenangannya dengan optimal sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas desa; dan

¢. agar sumber penerimaan keuangan Desa dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

(3) Ruang hingkup pengelolaan keuangan Desa vang diatur dalam Peraturan
Bupali ini meliputi;
a. Azas pengelolaan keuangan Desa;

kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;

struktur APBDesa;

. pengelolaan;

=

pembinaan dan pengawasan, dan
sanksi.
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BAB Il
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pazal 3

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakuken dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2] bahwa
dalam pengelolaan keuangan Desa harus dapat menyajikan informasi
secara terbuka dan mudah diakses masyarskat, mulai dari tujuan,
sasaran, sumber pendanaan pada setap jems/obyck belanja serta
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korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan
dicapai dari suatu kegiatan.

(3} Partisipatil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa dalam
pengelolaan keuvangan Desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat
mengetahui hak dan kewajibannya.

{#] Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat [2) bahwa dalam
pengelolaan keuangan Desa vang direncanakan merupaken perkiraan
yang terukur secara rasional dapat dicapal untuk setiap sumber
pendapatan, belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi
atau batas tertinggi pengeluaran belanja, penganggaran pengelusran
harus didukung dengan adanya kepastian tersedianyva penerimaan dalam
jumilan yang cukup dan semua penerimaan dan pengeluaran harus
diangegarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui RKD.

(5) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa |
(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

[6) Pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

BAB [V
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan,

(2] Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimans dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tenzang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melaxukan tindakan yang mengakibatkan pengelusran atas beban
APBDessa;

menctapkan PPKD;
menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL:
menyetujul RAK Desa; dan

T T

menyetujui SPP.

(3] Dalam melaksanakan kekuassaan pengelolann keuangan Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (2], kepala Desa menpguasakan
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Dess selaku PPKD.

(#) Pelimpahan sebagian keckuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan
dengan keputusan kepala Desa,

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa




Pasal 5

PPKD scbagrimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {3) terdiri atas:
a. Sekretaris Desa:
b. Kaur dan kKasi, dan

c. Kaur keuangan.

Pasal 6

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas
sebagal koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. mengoordinasikan penyusunan rancangen APB Desa dan rancangan
perubshan APB Desa;

¢, mengoeordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang
APE Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturen kepala Desa
tenteng Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKRD; dan

f mengoordinasikan permyusunan laporan keuangan Desa dalam rangks
pertanggungiawaban pelaksanaan APB Desa,

(3) Selain rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa

mempurnyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB
Desa.

Pasal 7

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas
schagal pelaksane kegialan anggaran.

(2) Kaur dan Kasi scbageimana dimaksud pads ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan penpeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnyva;

. melaksanakan anggaran kegiatan sesuar bidang tugasnya;
. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
.menvusun DPA, DPPA, dan DPAL sesusi bidang tugasnya;

. menandatangani perjanjian  kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang
tugasnya; dan

[ menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
untuk pertanggungjawaban pelaksensan APB Desa.
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(3) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana Xkegialan anggaran
sehapaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan berdasarkan bidang
tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal B

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri.

i2] Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit
3 (tHga] orang, berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdin atas

a, ketua,
b. sekretaris; dan

€. BNggota.

(3] Perangkat Desa scbagaimana cdimaksud pada ayar (2] yaitu pelaksana
kewilavahan.

(4] Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada avat (1) diusulkan pada
saat penyusunan RKP Desa,

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayart (5) diterapkan melalui keputusan
Kepala Desa.,

Pasal ©

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
melaksanakan flungst kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Desa; dan

b. melakukan penatausshaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan APB Desa,

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

BAB YV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 10

(1) APBDesa, terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
¢. pembiayaan Desa.

(2] Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- —diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.




(3)

et

Belama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang kegiatan, jenis belanja,
objek belanja, dan rincian objek belanja.

Pembiayvaan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiavaan.

Pasal 11

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

(1)

(2]

(1)

(2]

(3)

(4]

(5]

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 12

Pendapaten Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1] hurmf
A, vaitu semua penerimaan Desa dalam 1 {satu) ahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan cleh Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdini atas
kelompaok:

a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
¢. pendapatan Lain.
Pasal 13

Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
avat (2) huruf a, terdin atas jenis ;

a, hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara
lain bagi hasil BUM Desa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain,
pengelolaan tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Dessa, tempal
pemandian umum, jaringen irigasi desa, pelelangan ikan milik Desa, kios
milik Desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa dan
hasil aset lainnya sesua: dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa.

Swadaya, partisipasi dan potong royong scbagaimana dimaksud pada
avat (1) huraf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan
masyarakat Desa,

Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul d
antara lain hasil pungutan Desa.




(1]

(2}

(3]
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Pagal 14

Kelompok transier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat (2) hurul
b, terdiri ntas jenis :

a. dana Desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota;

¢. alokasi dana dese;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi; dan

e. bantuen keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten /Kota,

Bantuan keuangan dar Angegaran Pendapatan Belamja Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota sebegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada avat (2]
dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus| dan paling
banvak 30% (Uga puluh per seratus).

Pasal 15

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf e, terdiri atas :

£ 0

(1]

(2)

(1)

penerimaan dari hasil kerja sama Desa
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
penerimaan dari hibah dan sumbangan dan pihak ketigs;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran scbelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

bunga bank; dan
pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 16

Belanja Desa sebaguimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurafl b,
vaitu semua pengeluaran yvang merupakan Kewajiban Desa dalam 1
(satu] tahun anggaran yang tidek akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Desa.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pazal 17

Klasifikazi Belanja Desa terdiri atas bidang :
a. penyvelenggaraan pemerintahan Desa,
b. pelaksanaan pembangunan Desa;




T

1)

(3)

(1]

<

(3)

{4)

11

. pemhinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadsan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayar (1] huruf a, sampai
derngan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesual dengan
kebutuhan Desa vang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak vang terjadi di
Desa.

Pasal 18

Klasifikasi belanja schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a dibagi dalam sub bidang :

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statustik, dan
kearsipan;

d. tate praja pemerintehan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
dan

e. pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (1)
huruf b dibagi dalam sub bidang :

a. pendidikan;

b. keschalan;

c. pekerjaan umum dan penalaan ruang;

d. kawasan permukiman;

e. kehutanan dan lingkungan hidup;

{. perhubungan, komunikasi dan informatika;

g. energl dan sumber daya mineral; dan

h. pariwisata,

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf ¢ dibagi dalam sub bidang :

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakan:

b. kebudaysan dan kegamaean;

e. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I
huruf d dibagi dalam sub bidang :

a. kelautan dan perikanan;

— b-pertanian dan peternakan;

1_




(5]

(1)

(2)

(4
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¢. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (1)
huruf ¢ dibagt dalam sub bidang :

a. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

¢. keadaan mendesak.

Pasal 19

Sub udang sebagmimana dimaksud dalam Pasal 18 ayet (1) sampai
dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.

Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan
kode rekening vang sama.

Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
lampiran yvang merupaksn bagian Udak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 20

Jeris Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

L.

b
c.
d
(1)

(2)
(3)

4

(5

belanja pegawai;
belanja barang/jasa;
belanja modal; dan
belanja tak terduga.

Pasal 21

Belanja pegawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurul s,
dmnggarknn untuk pengeluaran penghasilan teétap, tunjangan,
pencrimaan lain, dan pembayvaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan
perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada avat (1) dianggarkan
dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanasnnva
dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB
Desa.

Belanja pegawal scbageimana dimeksud pada ayat (1) diklasifikasi atas

jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana

tercantum dalam lampiran.

t i1




Pasal 22

(1) Belanjz barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
digunaken untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk :

a. gperasional pemerintah Desa:

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

¢. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan /bimbingan telknis;

d. operasional BPD;

¢. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

{. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3} Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada
avat (2] huruf ¢ yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
seria pemberdayaan masvarakat Desa.

(4] Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masvarakat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf { dilakukan untuk menunjang
pelaksanasan kegpiatan Desa.

(5) Belanja Barang dan Jasa sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obvek belanja
sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 23

{1} Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf ¢,
digunakan untuk  penpeluaran  penpadaan barang vang nilai
manfaatnya lebih dari 12 [dua belas) bulan dan menambah aseL

{2} Pengadaan barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1] digunakan
untuk kegintan penyelenggaraan kewenangan Desa;,

(3} Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas
jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obvek belanja sebapaimana
tercantum dalam lampiran.

Pasal 24
(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa dipunakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk mendanal penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembanpunan Desa, pembinaan
kemasvarakatan Desa dan pemberdayaan masvarakat Desa,

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus] dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk :

1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
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penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
penyediaan uperasional Pemerintah Desa;

penyediaan tunjangan BPD;

Penyediaan Operasional BPD;

Penvediaan Insentif/ Operasional RT/RW.

il EE o

Pasal 25

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurufl d
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
Desa.

(2} Belanje untuk kegiatan pada sub bidanpg penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan keadasn mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berilout :

a. bukan merupakan kegistan normal dan aktivitas pemerintah Desa
dan tdak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
¢. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3] kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebageimana
dimaksud pada avat (1) merupakan upava tanggep darurat akibat
terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(%] Regiatan pada sub bidang keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena
adanya kerusakan dan/atau terancamnyva penyelesaian pembangunan
sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pclayanan dasar masyarakat.

9} Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upayva
pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin
vang mengalami kedaruratan.

i5) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diklasifikasi
atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana
tercantum dalam lampiran.

Pasal 26

(1} Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
seranigkatan peristiwa yvang discbabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

[2) Ketentuan kriteria bencana sosial scbagaimana dimaksud dalam pasal
25 avat (3) adalah bencana vang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa vang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antar kelompok ateu antar komunitas masyarakat, dan

teror.

] 3

Lk




(3)

(1)

(2]

(1)

(<)

(3

15

Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan
bencana alam dan bencana scsial sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2] adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya
bencana alam dan bencana social, berupa kegistan yang dilakukan
dengan scgera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, meliputi :

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindunpan dan pengurusan
pengungsi; dan

c. penyeclamatan serta pemulihan prasarana dan sarana umum.
Pasal 27

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4]
adalah adanva kerusakan dan/atau terancamnya penvelesaian
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat
lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

kriteria sarana dan prasarana pelayenan dasar untuk masyarakat
schagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan sarana dan prasarana
pendidilan, kesehatan, pekerjaan umum dan penatsan ruang,
perumahan rakyvat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban
umum daen perlindungan masvarakat, dan sosial vang memerlukan
pENanganan segera.

Pasal 28

kriteria keadsan mendesak sebagmimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
[5] adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi,
dan disclesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelavanan
dasar masyvarakat miskin vang mengalami kedaruratan berupa
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, keschatan, pendidikan,
pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

kriteria masyarakat miskin vang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang sama sekali tidak
mempunyali sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber
mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar wvang layak bagi kehidupsn dirinya dan/atan
keluarganva.

Pemerintah Desa dalam menetapkan Kriteria penanggulangan bencana,
keadaan darural, dan keadasan mendesak berskala loka! Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Posal 28 ayat (1)
dan avat (2), sesual dengan kewenangan Desz vang disepakati bersama
dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Tata ecara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana, Keadaan darurat, dan keadaan mendesak vang
berskala lokal Desa sebagmimana dimaksud dalam Pasal 235 avat (1)
adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

(2) Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

| —

Jbencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
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Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui
APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.

(3) Dalam hal Belanja tak tercuga scbagaimana dimaksud pada avat (2)
dianggarkan dalamm APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian rencana anggaran biayanya
dapat dibuat secara global tanpa dirinci.

(4] Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan vang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari
pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayvaan masyarakal Desa, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes.

(5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebapgaimana dimaksud pada ayat (3} dan
aval (4) dilaporkan sesual dengan Kuitansi/pengeluaran/belanja yang
dilakukan.

Bagian Keuga
Pembiayaan

Pasal 30

(1} Pembiayaan Desa ﬁel:ragmma_ﬁa dimaksud dalam Pasal 10 avat (1) huruf
¢ merupakan semua penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
vang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2] Pembiavaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok :
a. penerimaan pembiayeaan; dan
b pengeluaran pembiavaan.

Pasal 31

{1) Penerimaan pembiavaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (2)
hurul a, meliputi ;

a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekavaan Desa vang dipisshkan kecuali tanah dan
bangunan.

{2} SiLPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a8 paling sedikit
meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan vang belum seclesai atau
lanjutan.

{2} Pencairan dana cadangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayvaan dalam APB Desa.

(4} Hasil penjualan kekavaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada avat (1] huruf ¢ dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil
penjualan kekavaan Desa vang dipisahkan.
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Pasal 32

Pengeluaran pembiayvasn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf b, terdiri atas :

&. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

(1)

(2

(3}

(4]

(5]

i1

(2

131

{4l

(5]

(o)

(7l

Pasal 33

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
hurufl a dilakukan untuk mendanai kegintan vang penyediaen dananya
tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (sam) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa,

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (2) paling sedikit
memuat ;

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yvang akan dibiayai dari dana cadangan;

¢. besaran dan rincign tahunan dana cadangan yang harus diangparkan;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan Desa, kecuali darli penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
kepala Desa.

Pasal 34

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b antara
lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa
atau pelayanan Repada masyarakal.

Penvertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kekavaan Desa vang dipisahkan yvang dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APB Desa.

Penvertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk
tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Penvertaan modal awal BUM Desa dapat diberikan kepada desa yang
bar membentuk BUM Desa;

Penyertaan modal untuk penguatan modal BUM desa dapat diberikan
kepada BUM Desa yang sudah menjalankan usahanya dengan baik;

Indikator penyertaan modal vang dapat disertakan meliputi:
a. penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila teriadi

surplus anggaran,




b,

I

penyertaan modal dalam bentuk bangunan dapat dilakukan apabila
bangunan tersebut tidek sedang dipergunakan untuk pelaksanaan
penyelenggaran pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

(81 Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelavakan
sesual ketentuan peraturen perundang-undangan.

(9] Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimena dimaksud
pada ayat (8) meliput:

b.
c.

disetujui dalam Musyawarah Desa;
kelembagaan telah terbentuk;
studi kelayakan usaha.

(10]Stud: kelayvakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9] dapat
meliputi indikator berikut ;

a.

o oD

I,

aspek pasar dan pemasaran;

~aspek teknis dan teknelogi (aspek produksi);
. aspek manajemen dan sumber dava manusia;

.aspek keuangan;

aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan
lingkungan hidup;
aspek hukum (yuridis).

(11)5tudi kelayvakan usaha dibuat oleh Tim Penyusun Kelayakan Usaha
(TPKU)} yang dapal berasal dari Kepala Desa, Pengurus BUMDes
dan/atau masvarakat;

112)TPEU sebagaimana ayat (11) ditetapkan dengan Surar Keputusan Kepala
Desa;

i13)Berdasarkan kesimpulan dari TPKU, apabila usaha disimpulkan layak
maka dapat dilanjutkan sesuali mekanisme penyertaan modal kepada
BUMDes.

Pasal 35

(1) Mekanmisme untuk penyaluran penvertasn modal awsl BUM Desa
maupun penyertaan modal unmuk pengoatan modal BUM  Desa
sebapaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) adalah pengurus BUM
Desa harus mengajukan proposal kepada Kepala Desa dengan
melengkapi dokumen pencairan penyertaan modal sebagai berikur:

a.
b.
o=

permohonan pencairan;
fakta Integritas;

surat pernyataan tanggung jawab penggunaan penguatan modal
usaha BUM Desa oleh Direktur operasional { pelaksana operasional;

naskah perjanjian penggunaan penguatan modal usaha BUM Desa
dari pemerintah Desa kepada BUM Desa;

Peraturan Desa tentang pembentukan BUM desa;
anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
surat keputusan Pengurus;
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h. studi kelayakan usaha;
. lowkopy KTP [Ketua BUM Desa);
j. fowkopi rekening BUM Desa.

(2] Pemerintahh Desa melakukan pemeriksaan kelengkapsn dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1).

(3] Seteleh proposal dan dokumen pengajuan pencairan penyertaan modsl
dinyatakan lengkap oleh Pemerintah Desa, makas barulah pemerintah
Diecsa mentransier /menyalurkan dana penyertaan BUM Desa ke rekening
BUM Desa.

(4] Propesal dan Dokumen-dokumen terscbut ditembuskan kepada
Kecamatan dan Dinas Pemberdayasn Masyarakat dan Desa sebagai
laporan untuk diketahui.

[5] Penyertaan modal pada BUMDes wajibk dipertangpungawablkan
penggunaannya oleh pengurus BUMDes dan Pengurus BUMDes wajib
menyampaikan laporan perteanggungjawaban kepada Kepala Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pusal 36
Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
A. PETENCANBAN;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;

d. pelaporan, dan
e. pertangpungjiawaban
Pasal 37

(1] Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dilakukan dengan Basis Kas.

{2) Basis Kas schagaimana dimaksud pada avar (1] merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
Desa.

Bagian Kesatu

Perencanaan
Pasal 38
(1) Perencanaan pengeiolaan keuangan Desa merupakan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran
berikenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan AFB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan,

(3} Rancangan APB Desa yvang telah disusun merupakan bahan penyusunan

=T

AN RIPRY

F e rﬂnﬁﬂ.ﬁgan Peraturan Desa tentang APB Desa.
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Pasal 29

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rencangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa,

{2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayar (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

{3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Deésa scbageimana dimaksud
pada avat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.

(4] Dalam hal BPD tidek menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa vang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
achelumnyva.

(5] Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayart (4),

Pasal 40

(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayvat (3], Kepala Desa menyviapkan Eancangan
Peraturen Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

(2) Sckretaris Desa mengoordinasikan penyvusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Bupatl mendelegasikan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDes kepada Camat.

Pasal 42

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Dess sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3] Dalam pelaksanaan evalasi, Camat dapat membentuk Tim Evaluasi APB
Desa di Kecamatan dengan Surat Keputusan Camat.

{4) Penyampaian Rancangen Peraturan Desa tentang APB  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling
sedikit meliputi

a. surat pengantar;
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

B el
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d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

¢, peraturan Desa mengenal pembentukean dana cadangan, jika tersedia;
[. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika rersedia; dan
g. berita acara hasil musyawarah BPD,

Pasal 43

Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkail
dalam pelaksanaan evaluasi,

Hasil evaluasi sehagaimana dimaksud pada avat [1) dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
schagaimana dimaksud pada avat (2), rancangan peraturan Desa
dimaksud berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yvang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnyva kepala Desa
menetapkan menjadi Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lcbih
tingpi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepula Desa bersama BPD
melakukan penvempurnaan paling lama 20 (dua puluh] hari kerja
terhitung sciak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 4¢

Apabila hasil evaluasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 43 avat [3)
tidak ditindaklanjuti ocleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjach
Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat
mengusulkan pembatalan peraturan dimaksud kepada Bupat melalui
DPMD.

Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa paling lama 7 [tujuh) han kerja setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala
Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa dimaksud.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud padsa ayat () Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran  terhadap operasionel
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa disampaikan den mendapat persetujuan Camat.

—




Fagal 45

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Peraturan Dega tentang APE Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.

(4) Kepaia Desa menvampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupat
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Paszal 456

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
masyarakat melalui media informasi.

{2) Informasi sebagaimana dimaksud pada eyat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim vang melaksanakan kegiatan,
dan

¢. alamat pengaduan.
Pasal 47

(1] Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. sise penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadean yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
hidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan wvang menyebabkan SIiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(2] Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 {satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3} Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain :

a. merupakan keadaan vang menyebabkan estimasi penerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenailkan atau
penurunan lebih besar dari 50 %;

b, presentase 50% sebagaimana dimaksud pada ayar [3] huruf a
merupakan sclisith [gap) kenatkan atau penurunan antara pendapatan
dan belanja dalam APB Desa;

c. terjadi peristiwa khusus, sepert bencana alam, krisis politik, knsis

— _____dmnams dan/atau kerusuhan sosial vang berkepanjangan;

b
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d. rerjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan/atau
Pemernntah Daerah.

(4) Perubahan APB Desa sebapaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap
mempedomant RKP Desa.

Pasal 48

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan HRepala Desa tentang perubshan penjabaran APB  Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

a, penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapaten Desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

¢. kegiatan  vang belum dilaksanakan tahun sebelumnyva dan
menyebabkan SiILPA skan dilsksanakan dalam tahun anggaran
berjalan;

d. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, kcadaan darurat dan
keadaan mendesalk.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Deza dan
selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan
mengenal Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa.

Pagzal 49

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa
se¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 45 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenat
perubahan APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada
bank yang ditunjuk Bupati,

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dibuat oleh
Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur
Keuangan

(3) Desa yang belum memilild pelayanan perbankan di wilavahnya, rekening
kas Desa dibuka di wilavah terdekat vang dibuat aleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
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(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening
kas Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupat.

[(5) Nomor rekening kas Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 43
dilaporkan kepala Desa kepada Bupatu cg. DPMD.

Pasal 51

{1) Kaur Keuangan dapat menvimpan uang tunai pada jumlah tertentu
unruk memenuhi keburuhan operasional pemerintah Desa.

{2) Jumlah wang tunai yang dapat disimpan Kaur Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak secbesar Rp. 7.500.000,00 (tguh
juta lima ratus ribu rupish).

[3) Kaur kcuangan dapat menyimpan uang tunai vang bersumber dari
penerimaan pendapatan desa dan harus disetorkan ke kas desa paling
lambat 2 hari kerja scjak diterima.

Pasal 52

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:
a. rencana kegiatan dan anggaran desa;
b. rencana kerja kegiatan desa; dan
€. FENCENA anggaran baya.

(3] Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurui & merinci setinp kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4] Rencana Kerja Kegiatan Desa scbagaimana dimaksud pada avat (2]
huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelalssanaan
kegintan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan
kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
meringt satuan harga untuk setiap kegiatan,

(6] Kaur dan Kasi pelaksana kegintan anggeran menyerahkan rancangan
DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 5 (enam)|
hari kerja sctelah penugasan sebageimana dimaksud pada ayat (1.

Pasal 53

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
(ima belas) han kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan
DPA.

(2] Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh

— _T__E:sz1_ aris Desa,
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Pasal 54

(1) Dalam hal tegjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APRB
Dese yang menyebabkan teradinya perubahan anggaran dan/atau
terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan HKasi
pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

(2] DFPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri atas :
a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan: dan
b. rencana anggaran biaya perubahan.
[3) kaur dan Kasi pelaksana keglatan anggaran menyerahkan rancangan

DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam)
hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(4] Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

(3] Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA vang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

Pasal 55

(1} Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang
telah disetujui Kepala Desa.

(2] Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

[3) Sckretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa
vang diajukan Kaur Keuangan.
(4] Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa vang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.
Pasal 56

FAR Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 memuat arus kas masuk
dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening
kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA vang telah disahkan
oieh kepala Desa.

Pasal 57
(1) Arus kas masuk sebagaimena dimaksud dalam Pasal 56 memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain,

(2] Setiap pendspatan sebagaimana dimaksud pada avat (1] didukung aich
bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 58

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

p—
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(2] Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung
dengan bukt! yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan
kepala Desa dan kepala Desa bertanpgung jawab alas kebenararn
material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

(4] Kaur dan Kasi pelaksana kepiatan anggaran pertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pembantu  kegiatan untuk mencatal semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesuai dengan Lugasnya.

Pasal 59

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

(2] Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanann kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutmmalkan
melalul swakelola.

(4] Pengedean melalu swakelola sebagaimana dimaksud pada ayar [3)
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyvarakat untuk memperluas kesempatan keria dan pemberdayaan
masyarakat setempat,

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelola, baik sebagian maupun keseluruhen dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa Yang dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jass di Desa sehagaimana dimaksud pada ayat 2]
berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa di Desa.

Pasal 60

(1] Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam
setiap pelaksanaan kegiatan Anggaran sesual dengan periodc yang
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari
yang tertera dalam DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menvertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pasal 61
(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebageimana

dimaksud dalam Pasal 60 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
__a:.w;_i.k.elula tidak lebih dari 10 {sepuluh] hari kerja,

{
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{2} Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiaan
anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa,

(3] Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegatan anggaran menyampaikan
pertanggungiawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada Sekretaris Desa.

[5) Sckretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

{6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih
kecil dari jumlah uang yvang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 62

(1) Pengajuan SPP unruk kegiatan yang seluruhnya dileksanakan melahn
penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b, bukt penerimaan barang/jassa di tempat.

(3] Dalam sctiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretaris Desa berkewajiban untulk

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
Keur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

B, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa vang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

¢. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kast
oelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan permbayaran sesual dengan hasil
verifikasi vang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(5] Kaur Kenangan melakukan pencairan anggaran seguai dengan besaran
yang tertera dalam SPP sctelah mendapatkan persetujuan dari kepala
Desa.

Pasal 63

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampailkan laporan
akhir realieasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selurub kegiatan selesal.

”i
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Pasal 64

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggeran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
kepala Desa melalui sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB vang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3] Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggeran belanja tak terduga sesuai dengan
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejek keputusan kepala Desa
ditetapkan.

Pasal 65

{1) Setlap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban stas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketenluan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan
najak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1.

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] meliputi
pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan
modal.

{4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paszal 66

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 dari mekanisme pembiayaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 32 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 67

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
pada realisasi belenja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2] SiLPA yang digunakan untuk menutupi defizit anggaran scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
pererimaan  dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan
belanja tahun sebelumnya yang digunskan untuk membiavai kegiatan-
kegiatan vang telah ditetapkan dalam APE Desa tahun ANEEEran
berkenaan.

(3) SiLPA vang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
——— — lanjutan sebagaimana dimaksud pada evat (1) huruf b merupakan
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perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus disclesaikan
pada tahun anggaran berikutnya.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali
rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk
mendanai kegiatan yang belum selesai atay lanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada aveal (4), terlebih dahulu
menvampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan
Desember tahun anggaran berjalan.

Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan
yang akan disahkan dalam DPAL,

DPAL vang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 68

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hurul
b dan pembentukan dana cadangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal
49 huruf & dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas
Desa.

Pembentukan Dana Cadangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar
vang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada avar (3) dilaksanakan apabila dana
cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dienggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasai 6%

Penyertaan modal sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b
dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

Hasil keunningan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 70

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan schagai
pelaksana fungsi kebendaharaan,




(<]
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Penatausahasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas wmuim.

Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayal (2
ditutup setiap akhir bulan,

Pasal 71
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri
AiEs
a. buku pembantu bank;
bh. buku pembantu pajak; dan
e. buku pembantll panjar.
Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a

merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
Desa.

Buku pembantu pajak sebagaunana dimaksud pada ayat (1] huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajax dan pengeluaran
setoran pajak.

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 72

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desza dengan cara ;

H.

b.

(1)

(2)

(3}

disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota;

disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor
pos oleh pihak ketiga; dan

disetar oleh Kaur Keuiangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
Ketiga.

Pasal 73

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa
yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa antuk kegiatan yang dilakukan secara
ewakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP vang diajukan
serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan
melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung
kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi
pelaksana kegiatan anggaran dan telah diserujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawal, dilakukan
secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
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(5} Pengeluaran atas beban APB Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2},
avat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kuitansi penerimaan.

(&) Kuitansl pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayal (5)
ditandarangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandarangani oleh penerima dana.

Pasal 74

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada
Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa
untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 75

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati melalul camat.

|2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3] Kepala Desa menyusun laporan stbagaimana dimaksud pada ayal {2

dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

(4) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bersama
Kecamatan, DPMD dan/atau BKD minimal sctiap triwtilan paling lambat
tanggal 7 bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungawaban

Pasal 76

{1} Kepala Decsa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui camal setiap akhir teahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan vang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

{3) Peraturan Desa schagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan |

rlj.
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a. laporan keuangan, terdin atas:

1, laporan realisas: APB Desa; dan
2. catatan atas lapeoran keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan
¢. daftar program sektoral, program daerah dan program lannya yang
masuk ke Desa.
Pasal 77

Laporan Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 76
merupakan bagian dari laporan penvelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran.

Pasal 78
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
(2} Informasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa,
b. laporan realisasi kegiatan;
kegiatan yang belum sclesai dan/atau tidak terlaksana;

(4]

A

sisa anggaran; dan

e, alamat pengaduan,
Pasal 79

Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa,
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA,
DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi
Pelaksangan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran
APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu kas Umum, Kuitansi, Laporan
Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

Ketentuan mengenai lampiran bukti transaksi dan dokumen pendukung
pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 81

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keusngan Desa.

e
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Pasal 82

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan pada tungkat
kabupaten dan tingkat kecamatan.

Pasal 83

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelnlaan keuangan desa pada tingkat
Kabupaten dapat dilaksanakan melalui tim pembina tingkat kabupaten
vang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

{2) Pelaksansan pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
meliputi Fasilitasi, Konsulrasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian
dan Pengembangan.

(3} Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
meliputi Monitoring dan Evaluasi.

(4] Adapun Pengawasan dalem bentuk reviu dan pemeriksaan dilakukan
oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan mekanisme peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

Pa=al 84

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa pada ringkat
Kecamutan dilaksanakan oleh tim pembina tingxal kecamatan yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Camat atas nama Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi |

a. fasilitasi pengelolaan keuangan desa mulsi dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keugngan desa melalui pemberdayasn, peningkatan kapasilas dan
himbingan teknis;

b. konsultasi pengelolaan keuangan desa secara langsung atau tidak
langsung;

¢. pendidikan dan pelatihan bagi Pengelola keuangan desa;

d. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi
laporan pelaksanagn dan pengelolaan keuangan desa serta laporan
realisasi pertanggungiawaban keuangan desa.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a monitoring perencanaan, pelaksanaan, penatausahean, pelaporan

dan pertanggungjawaban ketangan desa;

b. evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban keuangan desa.

(4] Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan keusngan desa kepada
Bupati Cq. DPMD dan BKD.

BAB Vill
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85
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(1) Masyarakat dapat berperan seria dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

(2) Peran serta oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilaksanakan melalui:

a, dilibatkan dalam proses percncanaan pembangunan  di  Desa
/musrenbang tingkat Desa;

b. dapat dilibatkan menjadi anggota dalam tim pelaksana kegiatan teknis
pembangunan di Desa;

c. pengawasan pada saat proses pelaksanaan pembangunan di Desa
misalnya memantau ada tidaknya media pengumuman kegiatan fisik
di desa (nama jenis kegiatan pagu dana dan sumber danaj;

d. pengawasan oleh masyarakat desa hanva sebatas pada pemeriksaan
obyek fisik ada tidaknya kegiatan terscbut dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa bukan pada  bukti administrasi  surat
pertanggungiawaban desa.

Pasal 86

(1) Pengaduan masyarakal atas indikasi terjadinva penyimpangan
pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menvampaikannya
kepada Aparat Pengawas Intcrn Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten
Balangan agar segera dilakukan Audit terhadap pengelolaan keuangan
desa.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dapat

disampaikan melalul Camat untuk diteruskan kepada Inspektoral
Kabupaten Balangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 87

{1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerinteh Desa yang
tertib, trensparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah dapat
memberikan sanksi berupa pengurangan pemberian bantuan keuangan
bagi Desa untuk tahun selanjutnya.

(2) Sanksi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila dalam
pelaksanean pengelolaan keuangan Desa tidak sesuzi dengan prioritas
penggunaan ADD, Dana Desa dan BHPRD dan/atau pedoman umum
dan /atau pedoman teknis kegiatan yang telah ditetapkan.

Puasal 88

(1)Jika terjadi indikasi penyimpangan afau penyalahgunaan terhadap
pengelolaan keuangan Desa, Bupati menugaskan [nspektorat untuk
mengadalkan pemertksaan.

(2] Indikas: penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari pengaduan masyarakat sccara tertulis maupun  hasil
monitoring dan evaluasi atas pembinaan yang dilakuksan oleh Pemeriniah
Kabupaten.

 {3) Jika terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan sebagaimana
Fp T T ~ dimaksud pada ayat (1) yang terdapat unsur tindak pidana, maka

— -
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penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur hukum sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

(1) Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa scmester
pertama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 serta laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan AFPBDesa scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Desa juga menyampaikan laporan
sebagai herikut :

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap;
b. laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap; dan

c. laporan realisasi penggunaan BHPRD setiap tahap.

{2} Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan
aplikasi siskeudes,

Pasal 90

Keruginn Keuangan Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran
administratil dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

(1] Pengelolaan keuangan Desa yang saal ini masih berjalan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomeor 31 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangar
Desa tetap berlaku sampai tahun 2018 berakhir.

[2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

BAB X1l
PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Balangan Nomor 31 Tahun 2017 rentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Kabupaten Balangan ( Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017
Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlala.




Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinye, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.
Ditetapkan di Paringin
-~ pada-tanggal 6 Desember 2018
- BUPATL BALANGAN,
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A 1 Daftar Kode Rekening Ridang, Sub Bidang, dan Kegiatan

kode

Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

1

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bideng Penyelenggaraan Pemenntahan Desa bensi sub bidang den
kegiaten vang digunakan untuk mendulung terselenggerenva fungs
pemerintahan Desa yang mencakup:

Sub Bidang Penvelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

Pen fdlann J'-'enham"lnn T’Eta dan 'hm ANEAN I'Eepﬂ'lﬂ Desa

st | ] il s

thrdmm Operasionsl Fl::mtmltu.h Deau (ATK, Hmmrunum PEPKED dan
PPFKD, periengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,
dll]

Penyediaan Tunjangan BFD

Penyedigan Operasional BFD (Rapat-rapat ([ATK, makan-minumj,
perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, peralanan dinas,
listrk/ telpon, dil)

Penyediaan Insentil/Operasional RT/RW

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
Pen aﬁ sarana (asel lelap) perkantoran/ pemenniahan
meliharean Gedung/ PrESarans kantor Desa

Pembangunan/ Rchagﬂ:tamj Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*®

Sub Bidang Administrasi Rependudukan, Pencatatan Sipil, Statistk dan
Kearsipan

Pelayanan administrasi umum  dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll}

Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan
dan potens desa)®

Pengelolaan administras: dan kearsipan pemenntahan desa

Pemelaan dan Analisis Remiskinan Desa secara Partisipatil

Penvuluhan dan Penyadaran Masvarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipal

Sub DBidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan da
Pelaporan

Penyelenggaraan Musyvawarah Perencenaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dil., bersifat reguler)

Penyelenggaraan Musvawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll.,

ang bersifar non- ler sesual kebutuhan desa
NyUSINAT LOKUMen PErencanaan esa [REJ M es/ RRPDes.dll]

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa [APBDes/ APBDes Perubahan /|
LPJ APBDes. dan seluruh dokumen terkait)

Pengelolaan FAdministrast/ Inventarisasi/ Peniaian Aset Desa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dil - diluar dolumeny
Rencana Pembangunan /Keuangan|

o7

Penvusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
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keterangan akhir tahun informeasi kepada masvarakat)

Pengembangan Sistem Injormasi Desa

——

i |

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangun
Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dli]* m’

10

Dukungan Pelaksenaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala
Kewilavahan dan Pemilihan BPD {yvang menjadi wewenang Desa)

11

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen|
dalam mengikuti Lomba Desa

£a

Pengangkatan dan Pemberhentian Peranpkat Desa

Sy A

Sub Bidang Pertanahan
Sertilikas Tanah kas Desa

Administrasi Pertanghan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi

nda Pertanahan
asil Sertifikast Tanah untuk Masvarakat Miskin

Mediasi Ronilik Pertananan
Fenyuluhan Pertanahan

Ly o Ll L

3‘8'81?81 S EI

Admimstrum%iak Bumi dan Bangunan (PEB
Penentuan [Penegasan /Pembangunan Batas; Patok Tanan Desa *

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANCGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegatan|
dalam pembangunan pendidiken, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-
lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan|
tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan|
dan pembinaan, bidang ini mencakup:

Sub Bidang Pendidikan

01

Penvelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa*(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam. Operasional, dst)

03

Dukun Penvelen n PAUD (APE, Sarana PAUD, dst
Fenvuluhen dan Pelaghan Pendidikan &V t

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa *

05

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non- Formal Milik Desa*

Pemmbangunan /Rehabilitasi / Peningkatan /[ Pengadaan  Sarana/Prasarana
/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa*

o7

Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa*

08

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadsan Buku-buku Baeaan,
Honer Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

| et

Pengembangan dan Pembinaan Earr:{gga: Seni dan Belajar
1skan |

Dukungan Pendidikan bagl Siswa Berprestasi

Sub Bidang Kesehatan

A N

Penyclenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD]/Polindes Milik Desa [Obat-
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan
Pelavanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dat]

[

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas [bu Hamil, Ke
Lansia, Insentil Kader Posyvandu)

Brat

Fenyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masvarakat, Tenaga

Kesehatan, Kader Kesehatan, dli]

enyelenpggaraan Desa Siaga hesehatan
Fembinaan ﬁmﬁm erah Remaja (PMR] i t desa
Pengasuhan a atau Bina Keluarga ta (BKB)

Pembinaan en n Unaya Resehatan radisional
Pemeliharaan Sarana Tana Posyandu/ Polindes, PRD

B | I3 I ] | B

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan  Sarana/Prasarana

Posvandu/Polindes/PKD *
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Penyelengearaan Kampung KB

Dukungan menuju Desa Open Defecation Free (ODF)

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharegan Jaan Desa

Pemeliharaan Jalan Lingku%%l;g Permukiman /Gang
me Jalan Usaha 1

Pemeliharsan Jembatan MIlik Desa

Pemelinaraan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
‘Pemeliharaan ung/Prasarana Balal Desa/Balal Remasvarakatan

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Dersejarah Milik
Desa/ Petilasan Milik Desa
Pemeliharaan Embung Milik Desa

Pemellharaan Monumen, Gapura, Datas [Jesa
B unan / Rehabilitast ng /Penpgerasan Jalan Desa *

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang *

12

Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani *

Cafl L. o Loty Lo Cliofcofcofcal cold  fea|ks

13

Pemhgnmmanfﬁahahwmaif&nmgkamn; engerasan Jembatan  MINK

Lad

14

Ld1

15

Bu
Kemasvarakatan®

e

16

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milk Desa/Situs|
Bersejarah Milik Desa/Petilasan

17

Pembuatan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Soslal Desa ©

18 |Pen

vusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang

19

o] Ld] e

20

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Embun
Pembangunan/Rehabilitasi/ Pening

Hatas Desa *

4

Sub Bidang Kawasan Permukiman

wfad folialoledl s ml m| ald moflidid el sl rolre

01

Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Lavak Huni (RTLH) GAKIN [pemetaan, validasi, diij

L

02

Pemeltharaan Sumur Resapan Millk Desa

3

03

Pemeltharaan Sumber Air Bersih Milik Desa [Mata Air/Tandon|
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga [pipanisast, dll

05

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil.,
diluar prasarana jalan)

] A

o7

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/] MCR umum, dil
Pemeliharaan  Fasilitas Pengelolaan  Sampah  Desa/Permukiman

I

us

P

[Penampun Bank Sampah, dlll
Pemeliharaan Sistemn Pembuangan Air Limbah |[Drainase, Air limban]
Rumah Tangga)
‘Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak WMilik Desa

[

10

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan *

11

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
(Mata Air/Tandon Penampun Air Hujan /Sumur Bor, dll)*

ha

12

Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga (pipanisasi, dllj *

B

13

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-

o

14

ﬁ"ﬂ;ﬁflﬂkm‘: Barit, dll., diluar prasarana jalan) *
& ub““,ﬁ}‘]“}““f Rehabilitas /Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCH
T,

15

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah|
Desa/ Permukiman (Penempungan, Bank Sampah, dli)*

16

T7 |

Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbahl
Dramase, Air imbah Rumah Tanggal*

*mbangunan/ Rehabilitasi ] f—'eningg’ﬁua_n Tamen/Taman Bermain Angk
Milik Desa*
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2 15 Sub Hidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 |5 | od gelolaan Hutan Milik Desa
2 |5 | 02 [Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 |5 | 03 |Pelathan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyvadaran tentang Lingkungan Hidupl
dan Kehutanan
2 |6 Sub Bidang Perhubun Komunikasi, dan Informatika
(2 |6 | 01 |Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2 |6 | 02 |Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Faﬂtnrfﬂa.lihn'
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2 |6 | 03 |Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi|
Lokal Desa
217 Sub Bidang Energl dan Sumber Daya Mineral
(2 |7 | 0T [Pemellharaan Sarana den Prasarena Energi Aliernan! nngkat Desa
2 |7 | 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
Alternatif tingkat Desa *
4 |8 Sub Bidang Pariwisata
5 | 0T [Pemeliharnin Sararia dan Prassrina Parwissia Wik Desa
2 |8 | 02 Mﬁihk ﬁ:gunanf Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana gan Prasarans Parwisata)
ga L]
|2 |8 | 03 |Pengrmbangan Parlwisata Tingkat Desa
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyvarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meninghatkan peran serta dan  kesadaran masyarakat /lembaga
Kemasvarakatan desa yvang mendukung proses pembangunan desa vang
mencakup:
3 | Sub Bidang Ketenteraman, Kefertiban Umum, dan Pelindungan]
Masvarakat
3 |1 | 01 |Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawaszan pelaksanaan jadwal ronda/patali 411) *
3 |1 | 02 [Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3 |1 | 03 |Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah dacrah, dil) Ell:alaf
Lokal Desa
3 |1 m-_FElalha.nﬁ'em 1nag
[3 |1 [ 05 [Peny 5 Eam_;mﬁgnan il Lokl B sa
ERB Rantuan I-Iuku.m Untuk Aparetur Desa dan Masvarakat Miskin
3 |1 | 07 [Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masvarakat di Bidang Hukurn|
dan Pelindungan Masvarakat
3 |2 Sub Bidang Kebug%vuan dan Kglgnmaﬂn
|3 |9 | O1 |Pembinaan Group Resenian dan kebudayaan Tingkat Desa
3 |2 | 02 |Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakill
Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota
3 |2 | 03 |Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
{perayaan hari kemerdekaan. hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3 |2 | 04 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kebudayaan /Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa *
34 |2 | 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudavaan/Rumah Adet/Keagamaan Milik Desa *
LB Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3 13 | M |Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa d
tingkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota
3 |3 | 02 |Penyelenggaraan pelatihan Kkepemudaan ([Kepemudaan, Penyadarman
Wawasan Kebangsaan, dll) tnghkat Desa
3 |3 | 03 [Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
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ENENED Eimrhhnmﬂn Sarana dan Prasarana Repemudaan dan Olah Raga MK
1% el
3 |3 | 05 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana,
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa*
3 13 | 06 |Pembinaan Karang laruna/Rlub Repemudaan/RIub Olah raga
ERE Sub Bidang Kelembagaan Masvarakat
'3 | 4 | 01 |Pembinaan Lemb g:a
00 Ponta M RPN oW
'3 |4 | 03 |Pembinaan PRRA
J |4 | 04 |Pelarihan Pembinaan Lembaga Kemasvarakatan
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayvaan Masyarakar mencakup sub-bidang dan kegiatan
vang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat]
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, vang mencakup:
4 |k Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4 |1 | 01 |Pemehharaan Karamba/kolam Penkanan Darat Milik Dess
4 |1 | 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ikecil Milik Desa
4 |1 | U3 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Karamba/Kolam  Perikanan|
Darat Milik Desa®
4 |1 | 04 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan|
Sungai/Kecil Milik Dess*
3 |1 105 [Bantuan Perikanan |Dibit/ Pakan dst]
4 |1 | 06 |Pelatihan/Bimtek/Penpenalan Tekonologi Tepar Cuna untuk Perikanan|
Darat/Nelayan *
312 Sub Hidang Pertanian dan Peternakan
4 |2 | 01 [Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan
pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll]
4 |2 | 02 |Pemingkatan Produksi Peternekan (Alat Produksi dan pengolahan
ermakan, kandang. dll)
4 |2 | 03 [Penguatan Ketahanan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll]
4 |2 | 04 |Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
3 |2 | 05 |Pelatihan/Bimtek/ Pen E%EE Tekonologr  Tepat Guna UntukL
Pertanian/Peternakan
4 |2 | 90 |Pembangunan/rehahbilitas)] peningkatan Saluran Trigasl  Tersien
/Sederhana
% |3 ___|Sub Bidang Pl.'n..nﬁlcn’r.a.n Kapasitas Aparatur Desa
4 |3 | 01 |Peningkalan kapasiias kepala Desa
4 _| 3 | 02 |Peningkatan kepasitas perangkat Desa
4 |3 | 03 |Peningkatan kapasitas BPD
% |9 Sub Bidang Pemberdayaan F:mmguani Perlindungan Anak dan Keluarga
4 |4 | 01 |Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan mpuar
4 (4 | 02 | ﬁlﬁaﬂ:; Penvuluhan Perlindungan Anak
4 |4 | 03 |Pelatihan dan %guamn Fem‘aﬂﬁa_ng Difabel [penyandang disabilitas]
- E = Eul:— Bidan hup:mai Usaha Mikro Kecil dan Menenpah (UMEM]
4 |5 ] 01 an Manajemen P-r.n iulaan hoperasi/ Kl MEM
3 |5 [ 02 Peng;emhsnga.n a Usaha Mikro, Recil dan Menengah serta
Koperasi
4 |5 | 03 |Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Non- Pertanian
% |5 Sub Bidang Dukun Penanaman Modal
T 15 1O Pembentukas BOM Dess Pecaiaran din Pesberiian AsaT BN Do)
4 [6 | 02 |Pelatihan Pengelolaan B Desa | yang 0 sa)
. M s Sub Bidang Perd dan Perindustrian
4 |7 | 01 [Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 |7 | 02 [Pembangunan/RehabilitasijPeningkatan Pasar Desa/Rios milik Desa




03 [Pengembangan Industr kecil level Desa

L

)4
1

Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha|
ekonomi produlctifl (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil] *

n

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN|
MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desal
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurar
dan mendesak:

Sub Bidang Penan ilangan Bencana
nan angan Sencana

Sub Eida_:ég Keadsan Darurat
aan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

n muiu'llu]u-n
LR R [N R

Keadaan Mendesalk

w

= [untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesual kebutuhan desa, misal :

Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peninglkatan, atau Pengerasan)
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Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkal Desa

5] 1] 3

3| 1] 3] 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa

ol 1] 3]02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

21 11 3103 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

3l 11 3] 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

S| 1] 4 Tunjangan BPD

S| 1] 4] 01 Tunjangan Kedudukan BPD

5| 1] 4] 02 Tunjangan Kinerja BPD

5| 2 Belanja Barang dan Jasa

S| 2] 1 Belanja Barang Perlengkapan

5|21 1] Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

ol 3] 1]02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

S| 2{ 1|03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
S| 21 1|04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5/ 2] 1)|05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belarju Barang Cetak dan Penggandaan
5| 2] 1|06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi {Makan /minum) - Be

5| 2| 1] 07 Belanja Bahan /Material

3| 2] 1] 08 Helanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

2l 2] 1|09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

] 2] 2] 10 Belanja Obat-obatan

2] 41 1| 1 Helanja Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan

51 2] 1] 12 Belanja Pupulk/Obat-obatan Pertanian

S| 2] 1] 90 Belanjs Dekorasi dan Dokumentasi

5] 2] 1]91 Belanja Perlengkapan Olah Raga

5] 2] 1]92 Belanja Perlengkapan Alat-alat Kesehatan

5| 2| 2 Belanja Jasa Honorarium

5] 21 2101 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5] 2] 2] 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5] 2] 31403 Helanja Jasa Honorarium/Insentifl Pelayanan Desa

5] 2| 2| 04 Belanja Jasa Honorarium Ahlif Profesi/ Konsultan / Narasumber

5| 2] 21 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas




5| 2] 2] %0 Belanja Jasa Honoranum PKPKD/PPED
2]l 21 3] N Belanja Jasa Honorarium Bendshara
0| 21 2] 92 Belanja Jasa Honorarium Pengelola Aset Desa
S X3 Belanja Perjalanan Dinas
5| 21 3|01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten / Kota
& 21 3] 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten /Kota
3| 2§ 3] 03 Belanja Kursus/ Pelatihan
5| 2] 4 Belanja Jasa Sewa
5| 2] 4] 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5| 2] 4] 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
S| 2] 4(03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5] 215 Belanja Operasional Perkantoran
3|l 21 5]01 Belanja Jasa Langganan Listrik
3] 2] 5] 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersth
5| 21 5] 03 Belanja Jasa Lanpganan Majalah/Surat Kabar
5| 2] 5] 04 Belanja .Jasa Langganan Telepon
5| 2] 5] 05 Belanja Jasa Langganan Internet
5| 2] 5] 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5| 21 5107 Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak
5| 2| 5] 90 Belanja Bantuan Uang untuk Operasional RT/RW
3| 2| 5] 9% Belanja Jasa Transaksi Keuangan [Admin Bank dll)
S| 21 6 Belanja Pemeliharaan
5| 2| 6] 0l Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berai
5] 2| 6] 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5| 2| 6| 03 Belinja Pemeliharaan Peralatan
S| 2| 6| 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
3] 2| 6] 05 Belanja Pemeliharann Jalan
2l 2| 6| 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan
Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan,
2l 2| 6|07 dll
5| 2| 6| 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dlly




LT

Belanja Barang dan Jasa vang Diserahkan kepada Masvarakat

ol 21 7

5] 21 7101 Belanja Bahan Perlenghkapan vang Diserahkan ke masvarakat
S| 2| 7] 02 Belanja Bantuan Mesin /Kendaraasan bermotor/Peralatan yang diserahlkan ke masvarakat
al 2] 7] 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5| 2| 7] 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

3| 2| 7] 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan /lkan

5! 3 Belanja Modal

ol 3] 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

5| 3] 1] 01 Belanja Modal Pembebasan/ Pembelian Tanah

5] 31 1] 02 Belanja Modal Pembavaran Honorarium Tim Tanah

S| 3] 1103 Belanja Maodal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5] 3] 1] 04 Belanja Madal Pengurukan dan Pematangan Tanah

3] Al 1] 065 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5] 3] 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

a2l 3] 2] 01 HBelanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan

5/ 3| 2] 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

> 31 2] 03 Belanja Modal Peralatan Komputer

5/ 3| 2] 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan

5| 3] 2105 Belanja Modal Peralatan Dapur

5| 3] 21 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

5| 3] 2] OF Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu /Patok Tanah

5| 3] 2] 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

5/ 3| 2] 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/ Peternakan
5| 3] 2] 10 Belanja Modal Mesin

5| 3] 2] 11 Belanjn Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

2l 3] 4] 90 Helanja Modal Peralatan Lainnya

ol 31 Belania Modal Kendaraan

3| 31 3|01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegatan

] 31 3| 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

2 3] 3103 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor

5] 3] 3| 4 Belanja Modal Kendaraan Air Bermaotor
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Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor

Belanja Modal mmn::mn.g_mgmcnmu dan Taman

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Regatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

B(EIR|S

Belanja Modal Sewn Peralatan

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Jembatan

Belanja Madal Honor Tim yvang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belamja Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Ingasi/ Embung/ Air Sungai/Drainase /Air lLambah /Persampahan

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

Belanja Modal Bahan Baku

Belanja Modal Sewa Peralatan

Belanja Modal Jaringan /Instalasi

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

HBelanja Modal Upah Tenaga Kerja

Helanja Modal Bahan Baku

Helanja Moda! Sewa Peralatan

Belania Modal lainnya

Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan

Belanja Maodal khusus Olahraga

n | Lo en | Ln L | SR | G | O o ] oo om i om om | om g on oo donjon bon fion | On | e onfengon jonon on

ol G| Ea| G| Ca] Ca | L0 | Ea | G | G0 | G | L] S | S0 |03 | Dl | £ | L) L0 f £33 H0u | L3 i | Gt | L | €3 ) Ca8 | L L] | 3

e §Tad ¥el (Faf (F) fa 2R Eo 8 foof o R fe - RO B8 F BN ] R ] L] Doal fal [agl ol fof a0 000 (50 (50 oy ] B £ o B0 B (40

Belanja Modal khusus Kesenian /Kebudavaan /keagamaan

Belanja Modal Tumbuhan /Tanaman




Belanja Moda! Hewan

o

Belanga Modal lainnya

Belanjan Tak Terduga

i b | B | L | a2

Belanja Tak Terduga

01

Belanja Tak Terduga

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiavaan

SILPA Tahun Sebelumya

01

SILPA Tahun Sebelumnya

ﬂﬂ:aﬂﬂbﬂm.—ﬁﬁﬂﬂmhﬁmh

0l

Pencairan Dana Cadangan

Gl | L | B | Bl | o f

Hasil Penjualan Kekayaan Desa vang Dipisahkan

o1

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

01

Pembentukan Dana ninnmm:

Penyertaan Maodal Desa

mmmnmmmmmamnimmmmimm

sl B el o S e R ] B e B

B B3] ===

01

Penyertaan Modal Desa
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B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang AFB Desa

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa|

KABUPATEN/KOTA........ ([Nama Kabupaten /Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANCGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat Desa;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ... termuat  dalam Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggeran ... yang disusun seauai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandinan sehingga
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju  masvarakat
vang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
ANEEATAN .....ovu.oe

3.

....... Dan setetrusnya;
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa|

dan
KEPALA DESA ... [Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DESA TENTANG ANGUOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... .. TAHUN

ANGGARAN .....




Paszal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... dengan perincian sehagai berikut:

1. Pendapatan Desa 1o+ B
2. Belanja Desa M e
Surplus/Defisit | 7 AR RN

3. Pembiayvaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan REp. ............ S
b. Pengeluaran Pembiayvaan .
Selisih Pembiayaan (a-h)

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian &k
terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2
memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penvertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yvang belum dilaksanakan di tahun
anggaran scbelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
AFBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan daruirat,
dan mendesak.

{2] Pendanaan kegigtan sebagmimana dimeksud pada
avat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.

(3) Pemerintah  Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yvang belum tersedia anggarannya, vang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa,

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tdak dapar diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Desa,

d. memiliki dampak vyang signifikan terhadap
angegaran dalam rangka pemuliban  yang
disebabkan oleh kejadian vang luar hiasa
dan fatau permasalahan sosial; dan

e. beraskala lokal Desa.




Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan

¢. kegiatan yang Tbelum dilaksanakan tahun
sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan AFB Desa

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya

kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulal berlaku pada tanggai
diundangkan.

Agar setinp orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa... .... (Nama Desal.

KEPALA DESA . [Nama Desa)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda angan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




B.2. Format APB Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA.........
NOMOR..........TAHLN......
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DESA

ANQGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
FEMERINTAH DESA.............
TAHUN ANGOARAN.............

Cantoh:

KODE : ANGOARAN | SUMBER
REKENING SHRDLN Rp. DANA

1 2 3 4 5

a bl ¢

PENDAPATAN

PADwsa

Transfer

Lal | B |

EEAENE |-

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

= BELANJA

1 Penvelenggaraan Pemerintahan Desa

1 1 Penvelenggaraan Belanja Penghast

Tetap, Tunjangan dan Operasion
Pemerintahan Deaa

1 1101 Penvediaan Penghasilan Tetap danj
Tunjangan kepala Desa

1 110115 1 |Belanja Pegawai

1 3 Administrasi Kependudukan., Pencatatan)
Sipil, Statistik dan Kearsipan

1 3|01 Pelayanan administrasi  umum da_n1
kependudukan [Surat Pengantar
/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll]

310115 2 |Belanja Barang dan .Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

1 Pendidikan

B a3

05 Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan
Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/Sanggar Belajar
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Belanja Modal

o | s

Penanggulangan Bencana,
Darurat dan Mendesak

Keadaan

Penanggulangan Bencana

Belania Tak Terduga

Keadaan Darurat

nnjongon
s | et || e || —

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiavaan

n|onlon

Pengeluaran Pembiayaan

SELISTH PEMBIAYAAN

Keterangan Cara Pengisian
diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a.bidang,

b.sub bidang; dan
¢. kegiatan

.diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:

Kaolom 1

Kolom 2

Kaolom 3

Kaolam 4
Kolom 5

a. pendapatan; dan

b, kelompok pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a.Belanja; dan

b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

Kepala Desa, ..ocoiemnmes

- diisi urmian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan [nomenklatur dan kode

rekening lihat lampiran A Permendagn ini

: ditsi dengan jumiah anggaran yang ditetapkan .
- diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam keglatan
{kelom 1 .c) terkait
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C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA ....... [Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PENJARARAN ANGCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .......cocoveiveivas

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA... (Nama Desa),
Menimbang : bahwa scbagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor..... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ..., maka perlu menyusun

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.... (Nama Desa) Tahun Anggaran

Mengingat 1. ... 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN

ANGOARAN ...
Passal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
99 Anpgaran ............. Terdin dari:

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa - VP
b. Transfer B esisasasasuneenss
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah R o seansaaniiiiiin

Jumlah Pendapatan - TR

2 Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp........ooes

b, Bidang Pembangunan < BT
c. Bidang Pembinaan Kemasyaralatan R st i
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat B trissirssiavrin

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa . oo nicosas
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Jumilah Belanja

Surplus/(Defisit) Rp......
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan B it
b. Pengeluaran Pembiavaan 1y R R——
Selisih Pembiayaan (a—b | 13 - F——
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapalan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahian dari
Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) vang disusun
oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegatan

AngEATan.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerniahkan
pengundangan  Peraturan Kepala Desa inl dengan
penempatannya dalam Berita Desa ........ iNama Desa)

KEPALA DESA (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

BERITA DESA .. (Nama Desa] TAHUN ... NOMOR .........]
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C.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA.........
NOMOR.......... TAHUN. v ivisries
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA............ #
TAHUN ANGGARAN. ...oovivraie

Contoh —
KELUARAN /OQUTPUT SUMBER
KODE REKENING URAIAN VOLUME |SATUAN ANGGARAN DAN A
1 2 3 4 3 B T
| a|Ble 4gl_b c
PENDAPATAN
411 PADesa
4[1]1 (Haail usaha
FT|T] . [<Obvek Pendapatan>
4]2 Transfer
41211 Dana Desa
A E: Pendapatan lain-lain
4131 Penerimaan dan Hasil
Kerjasama Antar Desa
4131 |...<Obyek Pendapatan>
dat...
LTUUMLAH
PENDAPATAN
5 [BELANJA
1 velenggaraan
emerintahan Desa
111 Penyelenggaraan
lanja  Penghasilan
etap. Tunjangan dan
perasional
erintahan Desa
1| 1]01 vediaan
nghasilan Tetap dan
njangan Kepala
Desa
W LR [Belania Pegawai
L | 1for]s] 11 Penghasilan Tetap &
Turnjangan Kepala
Desa
I [ L[] T|T [... [ERincian Obyek
|Belanjea>
1 3 [Administrasi
Kependudukan,
Fencatatan Sipil,
Statistik dan|
[Kearsipan




1 (3 |01 Pelavanan administrasi|
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayvanan
KTP, Kartu Keluarga, dll)

T (3 |01|2]2 Belanja Barang dan Jasa
212] |Belanja Jasa Honararium

<Rincian Ohvek Belanja>
Eelakemman Pembangunan|
€5g

Pendidikan

[Pembangunan/Rehabilitasi/
Penin gkatan Saranal
Prasarana

Perpustakaan/Taman

Bacasn Desa / Sanggar]
Jar

[Belania Modal

B
=

3
3|4 ]| [Belanja Modal Gedung dan
3 -+ j<Rincian Obyek Belanja>

e Lo B
= ol
Lo L] o
L | O
du

L

Penanggulangan  Bencana,
Keadaan Darurat dan

Mendesak

[Penan ggulangan Bencana
nan lan Bencana

00| |Belanja Tak Terduga
[00]00 Belanja Tak Terduga

el | e el el
2183
'.'..IJ-LHLH
% T T

JUMLAH BELANJA
SURPLUS /{DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penermmaan Pembiavaan
1 | ISiLPA Tahun Sebelumnva
1 |1 |SiLPA Tahun Sebelumnva

luaran Pembiayaan
1 mbentukan ATiAl
Cadangan

o N Ch | Oy Oy O Oy
Pl Pl Bl | —f =] ==

2 | 1 [Pembentulan Danal
Cadangan

ds|

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangan Cara Pengisian:
Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kepiatan:
a.bidang;
b.sub bidang; dan
c. kegiatan
Kolom 2: Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan:




Kalom 3:
Kolom 4
Kolom 5:

Kolom 6.
Kolom 7 :

- Bagian pendapatan diisi
a.Pendapatan:
b.kelompok pendapaian:
c.jenis pendapatan; dan
d.obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
& belanja;
b.jenis helanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c.obvek belanja: dan
d.rincian ohyek belanja.
- Bagan Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiavaan; dan
c.jenis pembiayaan
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagr
ini)
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.¢) dan volume
(jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Satuan difsi dengan satuan output {(paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan
(paket, unit) ._input pada rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana vang digunakan dalam keglatan
(kolom 1.c) terkait




D. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

PANDUAN EVALUASI
RANCANCAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dan
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyvawaratan Desa (BPD} secara terbuka dan
hertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
diterapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
ANgEAran.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

Rerdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagal acuan Bupati
melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang AFB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan AFB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1.

Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselurasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesual dengan ketentuan peraturan
perundangan.

. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam
rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang AFPB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan AFPB Desa,

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
|. Dipercleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan

penilaian kepada Desa dalam kaitannva dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2, Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberkan

penilaian kepada UDesa dalam kaitannya dengan substans] dan materi
Rancangen Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, vaitu:

Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam penyvusunan Rancangan Peraturan Desa
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tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

2. Aspek legalitas vang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan vang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKF Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam strukiur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi
1. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:
1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa yang ditetapkan dengan Sural
Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Ewvaluasi APB Desa,
yvang terdin dar:

a) Ketua : Camal

b] Wakil Ketua . Sekretaris Camat

¢} Sekretaris . Kasi Perekonomian dan Pembangunan

dj Anggota :+ Unsur pemerintah kecamatan dan/atau UPT

Kecamatan terkait
2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk

melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APH Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APS Desa.

3) Segala biava vang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam
melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

b. Dokumen Evaluasi
1] Dalkumen Utama
a) Rancangan Peraturan Desa tentang AFB Desa yang telah
disepakari bersama BPD; dan/atau
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang
telah disepakati bersama BPD.
2} Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa {untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah, atau

- Keputusan Musyawarash BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
(untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan AFB
Desal;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RFJM Desa).

. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

- Dokumen yang relevan [misel, Perdes tentang pembentukan
dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll}

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usgal dan lokal berskala Desa
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- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Peraturan Bupati tentang Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Alokagi Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa

. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, vaitu:
a. Pemerikaaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal scbagai
berikut:

&) Kepatuhan atas kelenghapan penyauipaan dokumen evaluasi;

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
vang akan dievaluasi;

¢) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peratiran vang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

2} Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

h| Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semua dokumen;

¢) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggel penvampaian semua dolkumen
dengan ketentuan vang berlaku tentang batas waktu penyampeaian
dnkiumen;

¢] Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 3/d
4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesual ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung
kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b, Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim
Evaluasi menvusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Camat.

Laporan hasil evaluas: dimaksudkan untuk menyampaikan temuan anaiisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada




E]

pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan

terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan

Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa Laporan hasil evaluas (LHE]

tersehut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

[a) evaluas: atas sistem APB Desa atau Perubahan AFPB Desa, dan

(b} evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau

Rancangan Peraturen Desa tentang perubahan APB Desa didistmibusikan

kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau
sehutan lainnya; dan

b. Inapektorat Daerah Kabupaten /Kota.




Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten /Kota :
Kecamatarn :
Duzsa
~ Kesesuaian
- Alat Verifikasi Keterangan
No. Aspek | Komponen Perilisa Ya Ea
1 Aspek Administrasi dan Legalitas :
1.1 |Apaksh semua dokumen evaluasi telah
| diterima dari Desa secara lengkap 4 N ) =
1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah BPD | Berdasarkan aturan, 3 han
tentang APB Desa atau Rancangan Perdes Pembahasan dan Penyepakatan Perdes | setelah disepakati bersama.
tentang Perubaham APB Desa dilakukan tentang APB Desa/Perubahan APB | Perdes tentang AlH
tepat waktu Diesa (lihat tanggal keputusan) DNesn  Perdes tentang
Perubahan APB Desa harus
diajukan kepada Bupati
atau camat untuk
dievaluasi
1.3 | Apakah BFD telah menyepakali Rancangan Keputusan hasil Musyawarah BPD Berdasarkan
Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Pembahasan dan Penyepakatan Perdes | Permendagri
Perdes tentang Perubaham APB Desa tentang APB Desa/Perubahan  APH | mengenai BPD
Desa

.[ﬁn&!un_mﬂ _u_nnmm_.mﬂ._ aspek Administrasi dan Legalitas:




i5

Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

Umum

Apakah  Rancangan  Perdes  tentang
APBDes/Perubahan APB  Desa disusun
herdasarkan REKPDesa/RRPDesa Perubahan
tahun berkenaan

.m.ﬂm.rnr penempatan pos Pendapatan telah

sesual  dengan  peraturan  Perundang-
undangan

Pendapatan

RKP Desa atau RKP Perubahan tahun
berkenaan

Apakah estimasi pendapatan rasional dan
realistis

2.2 | Apakuah estimasi pendapatan Desa yang

bersumber dari  Pendapatan  Asli  Desa
rasional dan realistis, serta didapatkan
secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Pordes torkait FADEsa [misal Perdes
tentang Pungutan, dll)

223 Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan

el realistis

23 | Relanja i

2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah

seguai  dengan  peraturan  Perundang-
undangan

232

Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai

233

Apekah ada  program/kegiatan  yang
dilakukan Jehih dari 1 (satu) tahun
anggaran (multiyears]

2.3.4

tentang Daltar Inventaris |

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam

APH Desa paling banyvak 30% dipergunakan

untuk:

1. penyediaan siltap dan tunjangan Kades;

2. penyediaan siltap dan  (unjangan
perangkat Desa;




3. penyediaan jaminan sosial bagl Kades
dan Perangkat Desa;

4. penyediaan  operasional  pemerintah
Deua,

5. penyediaan tunjangan BPD;

6. penyediaan operasional BPD,

7. penyediaan nsentif foperasional rukun

"B a5 R

Siltap, tunjangan dan operasional untuk
Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai
yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Peraturan Bupati tentang ADD atau
Perbup tentang Penetapan Siltap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Besaran Tunjangan dan Operasional untuk
Angpota BPD, serta insentf RT/RW

dianggarkan sesuai vang ditetapkan dalam
peraturan Bupati

Peraturan Bupati tentang ADD atau
Perbup tentang Penetapan Siltap
Kepala Desa dan Perangkat Desa

237

Alokasi helanja dengan output yang ..__.E_E_
dihasilkan logis karena telah |
memperhitungkan tingkat kemahalan dan
peografis (Standar Harga)

Standar harga yang ditetapkan
Kabupaten

2.4 | Pembiayaan =
2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayvaan telah

sesuai  depgan  peraturan  Perundang-

undangan
242 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan

B i T=rhrirlre

2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah

untuk pembentukan Dana

_ditetapkan dengan Peraturan Desa

Feraturan  Desa tentang Dana
Cadangan

telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan  ditetapkon  melalam
Peraturan Desa dan memenuhi nilai
kelayakan usaha

Peraturan Desa m.na_.m._.-.m Pembentukan
BUMDes dan hasil analisa kelayakan
usaha

244 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayvaan
| untuk penyertaan modal pada BUMDes [ — -
2.4.5 | Apakah penvertaan modal pada BUMDes,

2.4.0

Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada




pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA
tahun anggaran sebelumnya

2 4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah
SiLPA tehun sebelumnya telah digunakan
seluruhnya

‘Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal:

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):
o Untuk disetujui

+ Untuk Diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama -

Jabatan




E.l. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLUBAHAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa schubungan terjadi perkembangan vang tidak sesuas

Mentmpl[m'l.

dengan rencana anggaran yvang telah ditetapkan dalam
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, periu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran.....

. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (AFB
Desa) Tahun Anggsran ...,

2 .
3, dan ssterusnyvas
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... [Nama
Desa)
dan

KEPALA DESA ... [Nama Desa)
MEMUTUSEAN:

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....... TAHUN ANGGARAN

Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...,
gemula berfjumlah Rp.....® Lo J» bertambah/berkurang
sejumlah Rp......... o It ] sehingga menjadi Rp......... -

AR, | dengan rincian sehagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula Rpcsnimnms

b. bertambah / (berkurang) TR
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp...ceen,




E.2. Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR....... TAHUN..... <.

PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.

1111111111111

TAHUN ANGGARAN.............
Contoh:
SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REKENING I™™/RAIAN  |ANGGARAN (Rp)| URAIAN |ANGGARAN (Rp)| (BERKURANC) | SUMBER DANA
I p) 3 3 5 6 7 8
alblclalb
Kepala Desa,

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : disi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
kolom 4 : dusi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubabian

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran vang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana




71

F.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ...,. (Nama Desa]
KABUPATEN/KOTA........ (Nema Kabupaten /Kota)

FERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN .

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN .....covvnvnnrnnanes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang  : bahwa sebagai peluksanaan ketentuan Pasal 3 Peraruran Desa
Nomor....... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

FPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....[Nama
Desa) Tahun Anggaran ...

Mengingat 3 Yeans 1
- FEON,.
3. ....dan seterusnyan;

MEMUTUSHKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA....(Nama Desa) TAHUN ANCGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..
semula berjumlah Rp....... 7 Dsseinatd ) B:ﬂambah,-"[‘b:rlmmng]
Sejumlah  Rpo..oom  (oveeneand) schingga menjadi Rp..... .-

Bl idengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

1.1, Pendapatan Asli Desa
a. Semula 73« T
b. Bertambah /(berkurang) IO i e s !

Jumlah PADesa setelah perubahan Rp..............




1.2. Transler
a. Semula B e
b. Bertambah/ {berkurang) o T
Jumlah pendapatlan transler setelah

1.3. Lain-lain Pendapatan vang sah
a. Semula B et :
b. Bertambah /(berkurang) - LR,
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan I i

Jumlah Pendapatan setelah perubahan  Rp...oveiinnn

2. Belanja Desa
2.1, Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula - R
b. Bertambah/(berkurang) {7
Jumiah setelah perubahan Rp........... N—
2.2, Bidang Pembangunan
i Semula B BT
b. Bertambah /(berkurang) | 14 + PP
Jumlah setelah perubahan Rp.............. 5
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Semula

b. Bertambah /(berkurang)
Jumilah setelah perubahan
2.4, Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula B icisiasiaiwi iy
b. Bertambah /(berkurang) | v+ T
Jumlah setelah perubahan Rp...coocoveerenns

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darural, dan Mendesak Desa

a. Semula
b. Bertambah /({berkurang) Pt e
Jumiah setelah perubshan Rp.....cooeeeeee
Jumiah Belanja setelah perubahan PP o st
Surplus/|Defisit} setelah perubahan - TR

3. Pembiayvaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 4« T
b. Bertambah/[berkurang) - RO
Jumlah setelah perubahan Rl
3.2, Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula 4 IR
b. Bertambah /(berkurang) BN i
Jumlah setelah perubahan . SRS
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dan Peraturan Kepala Desa ini.




Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APH Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjur dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran [DPPA] vang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelakasana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan  Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini  dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di v
pada tanggal .......covevennns

KEPALA DESA (Nama Desa)

tunda tangan
NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ..

SEKRETARIS DESA ... ([Nama Desa).

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Deasa) TAHUN ... NOMOR ...




T

F.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA

NOMOR....... TAHUN...........

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGOARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGUGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
FEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGUGARAN.............

SEMULA MENJADI
KODE REKENING [~ = =~ [RELUARAN/OUTPUT | ANGGARAN | roaran | KELUARAN/OUTPUT mmmﬁfjﬂﬂﬂ%%mﬂﬂE m_mwﬂm__.mm
—VOLUME] SATUAN | (Rp) VOLUME] SATU (Rp) 4
i 2 3 i 5 5
al bl o]alb]| eld

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diigi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran /output setelah perubahan

Kolom 35 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana




(. Formatr DPA

G. 1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN

ANGOGARAN®
TAHUN ANGGARAN .....oovviviiiiiiiniinnnnis
DESA -
KABLIPATEN
PROVINSI —
KODE ANGGARAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)
REKENING URALN Jumiah [Sumber|Jan | Feb [Mar| Apr [Mei| Jun | Jul | Agt] Sep [Oki] Nop | Des | V- MLAH (Rp]
1 2 3 4 5 A 7

gl blclalbl ¢
1 nyelenggarann

merintahan Desa
111 velenggaraan

lanja

nghasilan Tetap,
njangan dan
perasional
merintahan Desn

WM__“__HE_FNH
ghasilan
Tetap dan
Tunjangan Kepala

Penghasilan Tetap %

Tunjangan Kepala
Desa

rkincian Libvek
nja= ,n.u__

dministrasi
pendudukan,
ncatatan Sipil,
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G.2. Format Rencana Kerja Kegintan Desa

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA*

TAHUN @ e
DESA ~
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
| Waktu =
Bidang/Sub Bidang/Kegiatan Sat s | Pelaksanaan | Pelaksana Tim yang
; ua Biava T melaksan

No Lokasi | Volume R _ Kegiatan

| r | n (RP) | yumian | 12K~ | Peremp | A- | Dur | Mul | Seles | akan

Bidang Bidang Kegiatan laki uan RTM | asi | ai ai | MPEBAMAN | L ciatan
1 2 |13 4 [8 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15[ 16 17 18 19
.n.._. |
2. ===
3, i
Dis |

++++._.-._._.-._._l.-.-1|.-l-1-+'EE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Kepala Desa, Sekretaris Desa
B i sme, | (R )

Keterangan:

* merupakan dokumen perencanaan vang disusun saal penyusunan EKP Desa
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. Format DPA
G.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PESA. i KECAMATAN. ..o ocunseasississns

Bidang P e R L e
Sub Bidang O R Thp
hegiatan T — AR r—
Waktu PelakSanaan @ ........cccoerceemmreserares

Rincian Pendanasn :

NO. URAIAN VOLUME | HARGA SATUAN

JUMLAH

(Rp.)

[Rp.)

1 2 3 4

UMLAH (Rp.)

Disetujul

Kepala Desa kaur/kasi...........

L — " [ ——

Cara pengisian :

----- )

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening

sesuai dengan APB Desa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode

rekening sesuai APB Desa

L

sesuai APH Desa
. kolom 1 ! diisi dengan nomor urut

~]1ohin b

besaran untuk membayar orang/barang

8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kematan dan kode rekening

. kalom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegatan.
. kalom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumiah orang/barang.
. kolom 4 ; diisi dengan harga satuan vang merupakan




H.Format DPPA
H.1, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

mmzﬁ}z}xﬁﬂ;ﬂaD}zhzﬂnbm}zﬁmmﬁm}z}?
DESA

KECAMATAN:
KABUPATEN:
PROVINS|

Conioh!

KODE REKENING URAIAN SEMULA MENJADI RENCANA PENARIKAN
ANGGARAN [ ANGGARAN ANGGARAN [(Rp) JUMLAH

Jumlah | Sum|Jumlah Sumbilan|Feb | Mar| Apr| Mei| Jun] Jul] Agt| Sep| Okt] Nop| Des| [Rp)
(Rp) | ber | (Rp) | er

i 2 8 4 5 6 7 8 9

| Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
111 Penyvelenggaraan
Belanja
Penghasilan Tetap,
njangan dan
rasional

Pemerintahan Desa

1] 1101 [Penvediaan
IPenghasilan
Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

|Belanja Pegawai

1| 1|01 5]1]1 Penghasilan Tetap &

njangan Kepala




Hi

dministrasi
ependudukan,
ncatatan Sipil,

01

ol

ol

|

smbangunan/Reha
itasi/
ningkatan Sarana
sarana
rpustakaan
Taman Bacaan
sa / Sanggar

Belania Modal

Belanja Modal
Gedung dan

i r..n-‘::ﬁ

AnjE>

<Rmncian Obyek




'EEEE

] m x -......"_ A ...u»...
1 E] e
Belanja Tak Terdu
1 Belanja Tal Terduga

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

PR PP PO LTt } Disetujui oleh:
Kepala Desa,

|||||||||||||||||||||




I, Format Rencana Anggaran Kas Desa

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Contoh
KODE FENERIMAAN/ PENGELUARAN
REKENING URAIAN ANGOARAN (Rp.) JUMLAH
(Rp) Jan| Feb | Mar| Apr| Mei| Jun| Jul | Agt]| Sep| Okt] Nop| Des| (Rp
1 2 3 4 5 b
al blje|la|b] e
4 PENDAPATAN
411 PADesa
41111 Hasil usaha
411] 1]... l<Obvek Pendapatan>
4|2 Transfer
41211 Dana Desa
413 Pendapatan lain-lain
Penerimaan dari Hasil
41311 Kerjasama
Desa dengan Pihak Ketiga
4131 1].... |=Obyek Pendapatan>
idst. ..
JUMLAH PENDAPATAN




Fid

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Terap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan
Desa

01

Penyediaan Penghnsilan Tetap
gdan Tunjengen Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

o1

Penghasilan Tetap & Tunjangan
Kepala Desa

0

... |<Rincian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan

Kearsipan

01

Pelayanan administrasi umum
|dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga. dllj

—

01

Belanja Barang dan Jasa

a1

-] ]

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

L LS

05|

Pembangunan/REehabilitasi/
Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan /Taman Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

Belanja Modal

L |

) L

Ll

Belanja Modal Gedung dan
Bangunarn




bk ]

Ehl=—

05 5

... |<Rincian Obyek Belanja>

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Lnjnjimfnjon
8l
S en

s | e | |

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

Dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

S1LPA Tahun Sebelumnya

SiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

(ol Do = =] L =

Bl | [ | e | e =

Pembentukan Dana Cadangan

n

K

Pembentukan Dane Cadangan

Dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan

Jumliah Total Pengeluaran

Seligih Penerimaan dan




Diverifikasi alah:
Sekretaris Desa,

&

Cara
pengisian:
Kolom 1, 2, 3, 4
Kolom 5

Kolom 6

arm B s

A S Disetujul oleh:

Kepala Desa,

- diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa
: diisi dengan:

- im#ﬂ:ﬂﬂ:nﬂﬂmin diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi

- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang digjukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa

- Pembiayaan diisi sesual rencana penerimesan dan pengeluaran pembiayvaan

: diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing masing item




8y

J. Format Buku Pembantu Kegiatan
J.1. Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

1 ¥ SR — . KECAMATAN. ...cvanimimannmmnis

No Penierimaa| Pengeluaran Pengembalia
. |Tanggal | Nomor Uraian n (Rp) n Saldo Kas
Bukt dari Kas ke Kas Desa Rp.)
(Rp) Belanja | Belanja [Rp
Barang | Modal
dan J
) | 4 5 - 7 B E]
Pindahan
umlah
arl halaman
belumnye
Jumlah
Total
i_&nmimnun Total Pengeluaran
Totzl Pengeluaran + Saldo kas

Cara pengisian;

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4  : dilai dengan uraian transaksi

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa
Kolom 8  : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 ¢ diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.




J. Formar Buku Pembantu Kegiatan
J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

DA iosnrissirinns KECAMATAN.......c.ocovvmniiianii
TAHUN ANGGARAN........cocvmvmrmrmsnimrsssassnsssssssnns
Hﬁﬂm Hﬁgiﬂ_tﬂ_n_: ,,,,,,,, e S TITTIILIIIIL B -
No.|Tanggal | Nomor Urailan Penerimaan Nomor | Salde Kas
Bukt Uang (Rp) Barang/ | Bukti Setor (Rp.)
Tenaga ke Kas
(Volume) Desa
1 2 3 4 5 (i} T 8
Pindahan
Jumlah dari
halaman
[zehelumnya
Jumlah
Total
.......... Kaurfﬁnm
Livs o
Cara pengisian:
Kalom 1 : diisi dengan nomor urul
Kolom 2 . diisi denigan tanggal transaksi.
Kolom 3 - diisl dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 - diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan,
Kolom 6 - diiei dengan volume jenis barang/tenaga
Kolom 7 - diisi dengan nomer bukti setor/ pemberitahuan kepaﬂalﬂmdarfam
Kolom 8 . diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo vang harus dikembalikan ke

Kas Desa.




K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN _

T T PTITTILIOT L, | . | | , e RN S
DESA D e o
KECAMATAN s
KABUPATEN S Y ] VI
PROVINS] 3 i ik s S
QUTPUT SUMBER DANA
KODE URAIAN Dana |Alukasi | Lain- |Bentuk
REKENING Rencana Realisas: Sampai Saat ini Desa | Dana | Lain Lein
Desa
Volume |Satuan | Anggaran |Volume | Satuan | Anggaran |Capaian | (Rp] (Rpl | (Rp
(Rp] (Kp) [l
1 2 3 4 5 b 7 8 4 10 11 12 13 14
Alblcla|b] cld|
Jumlah|
m..m_..::.mmi A
1t
.. )

Cara Pengisiein:
Kolom 1 dan 2 diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3 - diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa



Kolom 4
Kalam 5

Kalom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11

Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

a0

- diisi volume kegiatan vang direncanakan
+ cliisi satuan volume;

- jembatan/bangunan / barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

- diisi jumlah anggaran vang direncanakan

. diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat i

- diisi satuan volume vang terealisasi sampai dengan saat ini

+ diist dengan jumlah dana yang digunakan

. diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
. diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)

- diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)

. diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD

- diisi dengan penggunann bantuan yvang tidak berupa uang
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L.]1. Format Surat Permintaan Pembayaran
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN | SPP )

BIEBA v iahnavansnsannnii TGN | o i i i i e
TAHUN ANGGARAN ..........eeu.
Biudang T e p A G B "
Sub Bidang R TRt e 1P
kegiatan e R A s
Waktu Pelaksanaan v B LA
No URAIAN PAGU PENCAIRAN [PERMINTAAN] JUMLAH SISA
ANGGARAN 5.D.YG SERARANG |SAMPAI SAAT| DANA
LALU INI
iKp.) iRp.} (Rp.] (Rp.| (Rp.]
1 2 3 4 5 i 7
TUMLAH
.............. RO S SSEet e . - HE
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa, KU, Kasl.......caieaviiics
S A G e AR
Disetujui untuk dibavarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa, Kaur Keuangan,
........................................ e T Tm .
Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.

4. Kolom 1 : dengan nomor urut

5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesua: dengan rencana kegiatan.

7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
8. Kolom 5 : diisi dengan rincian vang dimintakan untuk dibavar.

G. Kolom 6 © diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat inf.

10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.




L.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGCUNGJAWAR BELANJA
RS e i KECAMATAN ........ccomiimsmmmmmmimrrsnens
TAHUN ANGGARAN .....ccoviiiies

BUb BIRNE T ..
Kegiatan SR yor Sthvane s pepel
NO
: PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.]
1 2 3 4
JUHEMH (Rp.}

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa,

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukt belanja.
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperiuan belanja.

kolom 4 ; diisi dengan jumlah belanja.

baris jurnlah diisi jumlah keseluruhan.

® N OB




- E

M. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISAS] PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

T P SR PP AR — Tahun :
BRER. TG
RECAMATAN & avsngmsinssin
REABUPATEN cnsinssmmssisies
FROVINSI
KODE URAIAN OUTPUT SUMBER DANA
REKENING Rencana Realisasi Dana | Alokasi | Lain- Tn:ﬂuﬂ
Desa | Dana Lain | Lain
Volume | Satuan| Anggaran Volume | Satuan|Anggaran [Capaian | (Rp) |Desa (Rpl| (Rp)
(Ep) (Rp) (%l
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
Alblcialblc|d
Jumlah
Kaur/Kasi
ttd

Cara pengisian: e s ]
Kolom 1 dan 2 | diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3 . diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan scbagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
Kolom 4 : diisi volume kegiatan vang direncanakan
Kolom 5 : diisi satuan volume:

- jembatan /bangunan /barang atau vang sejenis = unit

- jalan/irigas)/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fsik - paket
Kolom 6 ¢ diisi jumlah anggaran vang direncanakan
kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
Kolom 8 : diigi satuan volume yang terealisasi
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10 : ditm dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran vang digunakan
Kolom 11 . diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dar Alokasi Dana Desa
Kolom 13 : diist dengan penggunaan dena dan sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Kolom 14 - diisi dengan penggunaan bantuan yvang tidak berupa uang




N. Format DPAL
N.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGOGARAN LANJUTAN"

TAHUN ANGGARAN ....oovvressssasnrsnsissitsisiaisisnsrsdanasspussors
DESA
KECAMATAN
PROVINEI F:  eayasikukananarilakign
RODE
REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN :
Anggaran Volume | Jumlah | Waktu Penarikan Anggaran (Rp)
kegiatan |Anggaran [Penyvelesaian
Jumlah
_ 2 Jumlah | Sumber [Rpj Y % Rp. hari Jan | Feb | Mar |Jumlah
|Rp)
alblcla|b]l cid
Diiverifikasi oleh: Kontr/Kagi.....conmiiviia
Sekretaris Desa,
(- |
T RS AT I R | .
Disetujui oleh:
Kepala Desa,

Ket: Diisi untuk kegiatan vang dilajutkan saja




a5

0. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DIERA sinrisuissssmrstesihes

TAHUN ANGGARAN .. ...ovarennces
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI :
KODE
NO|TGL REKENING UHAIAN | PENERIMAAN |[PENGELUARAN|NOMOR] NETTO |SALDO
(Ep) [(Rp] BUKTI | TRANSARSL| (Rp)
(Ep)
112 3 4 5 b 7 8 9
1 2
al blec |a d
JumlahiRp. Rp. Rp. Rp.
Diverifikasi oleh: Kaur Keuangan
Sekretaris Desa,
s ]
b srenemenr s ) Disetujul oleh:
Kepala Desa,
Lissnsnssnsnnarnnubaiin ioaaspEossatssasanagnsansansns ]

Cara pengisian : .
Kolom | :  diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 2 - diisi dengan tanggal penerimaan atau pengelusran.




Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5 :
Kolom 6
Kolom 7 :
Kolom 8
Kolom 9 :

diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam
Penjabaran APB Desa.

diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam
penjabaran APB Desa

diisi dengan jumlah rupich penerimaan

diisi dengan jumlah rupish pengeluamn

diisi dengan nomor bukti transaks:

diisi dengan netto transaks

diigi dengan saldo kas.




P. Format Buku Pembantu Kas Umum
P.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
b ] L2 T R ——— 6.l 1T i SR ————
TAHUN ANGGARAN ......

BULAN
BANK CABANG
NO. REKENING
No. TANGGAL | URAIAN | BUKTI PEMASUKAN [Rp) PENGELUARAN (Rp) SALDO
TRANSAKS! |[TRANSAKSI[TRANSAKSI| SETORAN | BUNGA | PENARIKAN| PAJAK [RIAYA ADM|  (Rp)
- BANK .
1 2 3 + 5 & ¥ B 9 10

TOTAL TRANSAKS] BULAN INI
TOTAL TRANSAKS] KUMULATIF

.......................................

Cara pengisian ;

Kolom | : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom 2 : diisi dengan E:nﬁ._ transaksi Bank.

Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran,
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom & - diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom O : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10  diisi dengan saldo Bank.




P. Format Buku Pembantu Kas Umum

P.2. Buku Kas Pembantu Pgjak

BUKU KAS PEMBANTLU PAJAK

DESA ......cccisaegeesrnis ... KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN ........

..................................

Ko.

TANGGAL URAIAN

PEMOTONGAN

PENYETORAN
(Rp)

SALDO
(Rp)

2 3

[Rpl
4

JUMLAH

Cara pengisian : : ;
- diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan
pajak) atau pengeluaran (dari penyetoran pajak].

. diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

. diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
. diiai dengan jumiah rupiah penerimaan kas.

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

- diiai dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

- diisi dengan saldo buku kas bendahara.

sEsbGsamEy ERbEFRGSESEN

Kaur Ke

(euangan




P. Foarmat Pembantu Buku Kas Umum
P.2 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR

DESA s RECAMATAN. ...
TAHUN ANGOARAN. .....oocvonmssmrminrsissrmssrmsmnrsrasas

Mo,

Tanggal | Nomor Uraian Penerima |Pemberian | Pertanggung- | Saldo

e e o oo s e =

Cara pengisian:

Kolom 1 : diiai dengan nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diis: dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemben bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/lenaga.

Kolom 7 : diis1 dengan nomer bukti setor/ pemberitahuan kepada Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebegai saldo vang harus dikembalikan
ke Kas Desa.




). Format Kuitans

Kantor Desa s <. . Nama Desa...»

Kabupaten/Kota  : <...Kabupaten/Kota...> |
Tanda Bukti Felr_tagluarnn Uang

Telgh terima dar Kaur Keuangan Desa <...Nama Desa...>

Uang sebesar : Rp <. .Jumlah dalam angka...=

|.-~Jumlah dalam huruf...)
[...Jumlah dalam huruf lanjutan...)

Sebagai pembayaran ¢ <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegatan/Belanja). .=
<......8ebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan
(Kegiatan / Belanga).....»
<...Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan
{ Belanja)....>

Catatan Keuangan
<,..Desa...>, =...1gl, bin, th...»

Yang Memberi, Yang Menerima,

<. Nama Pembern..> <,..Namg Penerima...>




nm

R. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester
Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA. ............
TAHUN ANGGARAN.............

Contoh

REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN | ANGGARAN [SUMBER

(Ep] (Rp) DANA
4

1 2 3 3 6

o

al| ble e | d

PENDAPATAN

PADesa

1 Hasil usaha

... [«*Obyek Pendapatan>

Transfer

1 [Dana Desa

Pendapatan lain-lain

N N T R

1 Penerimaan dari Hasil
Kerjasama Antar Desa

xR O (N N O e e

b

1 |.... [<Obvek Pendapatan>

pdst...

JUMLAH PENDAPATAN

3 {BELANJA

1 Penvelenggaraan
Pemerintahan Desa

3 I Penyvelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan

sional Pemerintahan
Desa

1| 1|01 Penyediaan Penghasilan
Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

101151 1 Belanja Pegawad
51 13 Penghasilan Tetap &
Tunjangan

|Kepala Desa
1{01] 5| 1]1 |... |<Rincian Obyek Belanja>

1|3 (Adrministrasi Kependudukan,
ncatatan Sipil, Staustik
Kearsipan

1 | 3| Pelavanan administrasi
umum dan

kependudukan (Surar
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dii]

1| 3j01|5] 2 E-clananu.rungdanJm
5 Belanja Jasa Honorarium

b3
hd

<Rincian Obyek Belanja>

2 laksanaan Pembangunan
Desa




2] 1 Pendidikan

211 |05 Pembangunan/ Rehabilitasi /P
leningk atan Sarana
Prasarana

Perpustakaan /Taman

Eﬂm Desa/ Sanggar
lajar

|Belanja Modal

3
1]05] 5| 3|4 | [Belanja Modal Cedung dan

1] 1{05] 5] 3|4 |... |<Rincian Obvek Belanja>

Penangpulangan Bencana,
Keadaan
arurat dan Mendesak

Ln

Penan “utangﬂn Bencana

anggulangan Bencana

lanja Tak Terduga

00 lama Tak Terduga

nenjunjen]Ln
R e el
L Laion en
i | | s | s

00 | 00 [Belanja Tak Terduga

AEEEE

JUMLAH BELANJA

ISURPLUS /(DEFISIT)

EMBIAYAAN

Penernimaan Pembiayaan

1 SiLPA Tahun Sebelumnva

SiLPA Tahun Sebelumnyva

e ol [k fagd )
B | i | i

uaren Pembinyvaan

Pembentukan Dana
Cadangan il

o
]

Pembentukan Dana
6| 212 ] 1 [Cadangan

SELISIH PEMBIAYAAN

Kolom 1 ; diisi berdasarkan klasifikas: Bidang RKegiatan:
a. bidang;




b.Sub Bidang: dan
c. kegiatan.
Kolom 2 diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan:
" Bagian pendapatan diist:
a.Pendapatan,
b. kelompok pendapatan:
¢.jenis pendapatan; dan
d.obyek pendapatan.
Bagian Belanja diisi;
a.belanja;
b.jenis belanja [disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c.obvek belanja: dan
d.rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a.Pembiavaan:
b.Kelompok pembiayaan; dan
e. jenis pembiayaan.
Kolom 3 : diisi urainn Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A
Permendagn ini}
Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 5: diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
Kolom 6 diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan
dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait




S.2. Format Laporan Keuangan

LAMPIRAN 1
PERATURAN DESA
NOMOR ..... TAHUN.....
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi

I Laporan Realisasi APBDes
II Catatan Atas Laporan Keuangan

A, Informasi Umum

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1 Rekonsilinsi SILPA dan Kas
2 Pendapatan Asli Desa
3 Dana Desa
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah
5 Alokasi Dana Desa
6 Bantuan Keuangan Propinsi
7 Bantuan Keuangan Kabupaten /kota
8 Pendapatan Lain lain
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
¢ Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
# Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
# BelanjaBidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

& Desa
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
# Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
# Pembiavaan
# Aget Desa
# Penyertaan Modal Desa

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
Eampram 3 . iciisisiersnsiaionnainsiares
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5.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APR DESA

PEMERINTAH DESA ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1
.. [Lebih)/
Ref Anggaran Realisasi kurang
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa c.2 OO0 KN X000 X0 XXX
Pendapatan Transfer
Dana Desa Cc3a IO XX 00K XX XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi
Daerah C.4 OOOIX. XOONLUXEX XXX
Alokasi Dana Desa C.5 OO KKK KXN XXX XXX
Bantuan Keuangan Propinsi Ch OOLEE 00000 e
Bantuan Keuangan Kabupaten /kota Lo KOO KKN XN XNX XXX
Pendapatan Lain lain C.8 JO0EK. XXX 100K XXX XXX
JUMLAH PENDAPATAN %. 3000, XXX X.EXX.XXX  X.EXXX
BELANJA
Bidang Penvelenggaraan pemerintah
Desa C.9 dan C15 IOOLKEN  OONON0IX XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10dan C15  xoxxex xoo0.xsx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.11dan C15 ootsoox oo XXX
Bidang Pemberdavaan Masyvarakat Desa C.12dan Cl5 oo 000LXNX XX
Bidang Penangulangan Bencana, C.13dan C15 xxxxxx XXX.XRX MK,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
JUMLAH BELANJA C.14 N 000000 ML N000 XKX X XXX
SURPLUS /[DEFISIT) XM XXX XX XXX e
PEMBIAYAAN C.15
Penerimaan Pembiavaan OOLENN  KNN.OEX XXX
Pengeluaran Pembiayaan KEX XXX XXX XXX XXX
PEMBIAYAAN NETTO XMEXX XXX bt

SILPA TAHUN BERJALAN

MEX XXX XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yvang merupakan bagian yang tidak

terpisehkan dari laporan keuangan
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5.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20x1

A.Informasi Umum
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ.
Sesuai dengan Keputusan Bupati No. ....ccoocooivieresnierss TENEEAL (i
saat ni kepengurusan Pemennighan Desa ABC
1.Kepala Desa @ XXKKX
2.Sekretaris Desa : YYYYY
3.Bendahara Desa : ZZILLE

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di ..o s , Desa ABC,
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuzi basis kas
dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank
atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun enggaran 20x1 XX
Mutas: Potongan Pajak

- S8aldo Awal Periode Patongan Pajak vg belum disetor ke Kas Negara XXX

- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan XXX

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (33

- Saldo Akhir Perinde Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara XXX

Saldo Kas per 31 Desember 20x] HRXXX

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asl Desa terdiri dari:

... [Lebih)/
Anggaren Realisasi Kirany
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha KKK XXX XXX XXX XXX
b. Hasil Aset RO 300K XXX XKX XXX
¢. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong x0c xxx XXX KXX XXX
d. Lain-lain PADes vang sah XN KX 200K XX XXX
RN, KRN NN XX XAX
3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh darn APEN. Jumlah
penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 20x] adalah sebagai berikut.

Anggaran Realisasi tﬂ“h]"r
Tahap 1 RN OO OOLENX X0
Tahap 2 NN XK XO0LXMX 554
Tahap 3 EXX KKK _ XXX.XXX XXX

EXX.AEE O XRRLENN i
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4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa vang berasal dam Bagian dar hasil pajak dan Retribusi

Daerah adaloh sebagai berilaut:
- (Lebih) /
Anggaran  Realisasi Eura:!gﬂ_
Tahap 1 XL XXX AN, XK b
Tahap 2 XXX XNX XX KKX AR
......... XXX XXX MO NON X0
AR 300X A KN pov v d

5. Alokasi Dana Desa (ADD)]

Penerimaan Desa vang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai

berikut:
i iLebihj/
Anggaran Realisasi Kurang
Tahap 1 KOO XXX XXX XXX XXX
Tahap 2 RN XXX XK. XNX XXX
......... b %, %, %, %, HOEM _NNX XXX
X . KKK 00K NXX R
6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yvang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah
sebagai beikut:
.. (Lebih)/
Anggaran Realisasi Kurang __
,,,,,,,,, EEX. NN OO 00 XXX
......... XXX MXX  _ XXXXXX X0
XXX XXX 0. 300K XXX
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang bernsal dari Bantuan Keuangen Kabupaten /Kota
.......... adalah sebagai berikut:
: {Lebih)/
Anggaran  Realisasi Diirana
Tahap 1 b o 4 e MK XXX XXX
Tahap 2 XK KK K XXX X
......... OO NXX XXX, XXX 000
XX XXX 00 XXX XX
8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:
.. |Lebih)/
Anggaren Realisasi Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar
Desn NN XX XK. KNX
Perierimaan dari hasil kerjasama Desa
dengan pihak Ketiga XXX XXX AEX-XXX 0K
Penerimaan dan bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa XK. XXX XX XXX XXX
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga XX XXX XX XK XXX
Koreksi kesalahan belanja mahun-tahun
anggaran sebelumnya vang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa KX 300K MNX. XXX XXX
Bunga bank 20 0K RO 300K XHX
Lain-lain pendapatan vang sah XXX XX MK XXX XXX
R0, 00K XXX XXX o8
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9. Belanja - Bidang Penyvelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

. [Lebih)/
Anggaran Realisasi Kurang
Belanja Pegawal MO0 XNK KM NXK XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX XXX XXX
Belanja Modal . 30N O XN 00
00X 200K 0N 300K XXX
10, Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdin dari:
T (Lebih) /
Anggaran Realisasi Kurang
Belanje Barang dan Jasa HO0K. XK XXX XN XXX
Belanja Modal XX KN R 200K XNX
BRR AR R RN
11, Belanja - Budang Pembinaan Kemasyvaratan Dess
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasvarakatan Desa terdin dar:
i (Lebih) /
Anggaran Healisasi Ku
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX XMX XxXx
Belanja Modal XXX pov e 8 v = o=
XXX . XRX XXX . XNM X
12, Belanja - BDidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdavaan Masyarakat Desa terdin dan:
- [Lebih)/
Anggaran Realisasi Kurang
Belanja Barang dan Jasa AN, XNX XN KKK XXX
Belanja Modal XXX XXX XKK.XXX XN
XXX XKX XX 200K XXX

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa
Selama tahun anggaran 20x1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan
bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

il [Lehih)/
Anggaran Realisasi K
Belanja Barang dan Jasa XXX, XXX OO O XXX
Belanja Modal XA XRX XX XN XX
XN NN KXE._XNKR HHER

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah helania dalam klasifikasi ekonomi adalah sehagai herikur:

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

Desa b o NEX_ XN XXX

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Perengkat Desa XXX XXX XXX Xxx XXX

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan

Perangkat Desa FOOK. XK OO0 NN XXX

Tunjangan BPD XXX XNX KK 0N XXX
SO O X XX L




Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor XXX XXX XXX XXX XX
Eelanja Jasa Honorarium WL KRN O XXX XXX
Belanja Operasional Aparatur Desa NN XXX NXX.XXX XXX
Belanja Jasa Sewa XXX XXX X000 00K xxx
Belanja Operasional Perkantoran HIOLENK KKK XXX b5
Belanja Pemel:hnm.a.n XXX. XXX XXNLEXX XXX
Belmua Eakcr%nnga -.I asa vang
XXX XXX _ XXXXXX XXX
oo o G 4 86 b XXX
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah AN XXX XNX.XXX XXX
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat
Berat XXX KN XEX.XEK o0
Belanja Mndal Kendaraan XXX XXX XXX.NXX XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan XXX XXX LN XXX
Belanja Modal Jalan ROCEKE JOOKNRX XK
Belanja Modal Jembatan XK. XX XA 00K XXX
Belanja Modal Irgasi/Embung/Air
Sungai/Drainase XK. 300X XXX.XKX XXX
Belanja Modal Jaringan /Instalasi NN XNX AN XXK KK
Belanja Modal lainnya ANK.XKX XA KKK 00K
NN RNE X000, XXX XKK
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang
(Fungsi]
bl Lebth
Aid Perivel poee Anggaran Realisasi urm&lﬁll;_
Diesa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja XXX XXX XXX XXX

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana XK OO0 XXX
Pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xooCxx XX XXX
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, aotxxx — 000XXX
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan KR O e

KO, OO

Bidang Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan XK XXX XMX
Sub Bidang Kesehatan XXX XXX AN K
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan 0K XXX XK. XXX
Penataan Ruang

Sub Bidang Kawasan Permukiman HNX. XX MR MO
Jub Bidang Kehutanan dan Lingkungan XK. XXX X0 00K
Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika N XX 200K XXX
Sub Bidang Energl dan Sumber Daya XXX.XXX ~ XNX.XXX
Mineral

Sub Bidang Pariwisata HXN. XXX XXX XXX

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertban
Umum, dan Pelindungan Masvarakat KEH.EXK 000K
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan — 00CKKX
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ~ =xxX.x=x
Sub BDidang Kelembagaan Masvarakat XK. XXX

{

:
:
:
‘
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Belanja - Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Keeil

dan Menengah [UMKM)

Sub Bidang Dukungan Penanaman

Moddal

Eélr? Bi Perdagangan dan
ndustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencansa
Sub Bidang Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak.

16. Pembiavaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x] adalah sebagai bertkut:

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdin dari

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
|, Pembentukan Dana Cadangan
2. Penvertaan Modal Desa

I1T. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunan

Jalan

Jembatan

Irigasi / Embung/Air Sungai/Drainase
Jaringan /Instalasi

Asect Tetap lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

NN KXX.OXXX WEX
HXX REX pot e e o HEX
XN XXX L XK b, 8, 4
S N o v v, X
MEMLKMM 0 MO NHX xxx
SOEN. O XX XX XXX
XXX XXX _ XXX XXX XXX
TN NMENONX KXX
o i o, A 5 5 A % o 5
e e N A oo
_ OXNON.ANE XXX XXX XXX
NN XXX ERE.XEX AN
o Lebih)/
Anggaran Realisasi |
Kurang
PO NN B0 KX XX
XX, NXX XX XXX wHE
XXX NXX RN AR o g
XXX KK EEX XXX b
OO 00K XX XXX o %, 5
XX KXN XX KXX O
NN AN K. XK oo g
AR KN XL KRR HEX
NEX. KRR ot YO, X
e M NN XXX
Penambahan
20x0 201 /

AN KKK

EXX-MNK XN KN
ARN . KNN XX EXX
XN ROLLXXX
Exx 0K NN XXX
XN XXX XRLXEX
LK KRKLXENR
EXR.EEX MEX. KRR
XXX XOOLENX
OO0 KN KEM.KXX

By T T

EXE . EXE XXX XXX

{HEARAARAEH

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilinat

pada lampiran ...




18. Penyvertaan Modal Desa

Pernvertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sehagai berikut,

BUMDes XXX
BUMDes YYY

Penambahan /
ENE.AER ERX XXX s,
ENN. XN O XRX KXX
000 X00LXKX xxx
MMM NN OO X0ix ]




5.2.c. Format Rincian Aset Tetap Desa
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Pemerintah Desa ABC
Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 20hx

Bukti Kepemilikan Kode : .
2 ; Tahun Nilai Kondisi Aset  Keterang
No. Klas Aset dan Nama/ldenlitas Aset Tetap . Mok 7 | ._#muﬁ”nu Peralahnn Povolalian Tetap®) 5
| Tanah
1. Tanah Persil A. , Luas 2200 m* HGB  230/2014 2 Juli 2014 2014 20, 000, 000 Baik st
.................................. : lehan
2. Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m? “ Rusak Ringan P70 "%
diketahui
w._ e e L Ll SR T T R R PR N TN Y |
11 Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
1. Komputer, PC 2014 5,000,000 Baik
e T TR s e b e S v A
Il Kendaraan
1. Motor, merk Q0QQ, 100ce, No Polisi: DS BPKB 1231212 4 Des 2014 2014 10,000,000 Baik
- R S Ty LI T FIP DA LG TS AT
e e o e e e A i
IV Qedung dan Bangunan . ;
. Bangunan Kantor, Luas 200 m* IMB 432 2 Juk 2014 2014 75,000,000 Baik
T LB TNl O A R
V' Jalan .
1. Jalan Desa Lokasidi ........, 8OO m 2014 50,000,000 Baik
- PP - R UL LI L
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Bukti Kepemilikan Kode

2 Tahun Nilai Kondisi Aset  Keterang

No. Klas Aset dan Nama/ldentitas Aset Tetap Jeids o Tanggal .ﬁnﬂmﬂﬁ ST ST TS Tetap*] e
VvVl Jembatan _

1. Jembatan XYZ Lokasi di .........., 50m 2014 40,000,000 Baik

i AR S e BRI S b
VI Irigasi/ Embung/ Air Sungai/Drainase

1. Embung XYZ Lokasgi di .......cocooiveee 2014 40,000,000 Baik

/(SR S ey A TR e S R I R

B i A R F S A S R s
VIl Jaringan/|nstalas

. ¥ ..._E._un.mh Listrik D.E._P Lokasi di ...... 2014 120,000,000 Baik

ey
X Aset Tetap lainnya

I m.m? 3 ekor 2014 30,000,000

O i TR b A T A s i A R AR

R L S SRR TOSE SR AR e

X Konstruksi dalam Pengerjaan
1. _unﬂuwumnumn Jembatan dalam

Kostruksi 65,000,000
201x

.._..nE Nilai Asel Tetap per 31 Desember
2

*| Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berak (RB)




